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MOTTO 

َ  نَ َ  اَِ ً وََ  اَۤ َ ِ ْ ً  وَلََ تَ قْرَبوُا الزِّنٰى انَِّه   

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra[17] : 32) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 

transliterasi tersebut adalah: 

1. Konsonan 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 

adalah sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż Żet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ Eṣ (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ De  (dengan titik di ض

bawah) 

ṭa ṭ Te  (dengan titik ط

 dibawah)  

ẓa ẓ Zet  (dengan titik ظ

 dibawah) 

 ain ...،... Koma   terbalik   di„ ع

Atas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ي

 Apostrop ...׳... Hamzah ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ــــَــ

 Kasrah I I ـــِـ

 Dammah U U ـــُـ

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kataba كتة 1

 Żukira ذكس 2

 Yażhabu يرهة 3

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda 

danHuruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

 Fathah dan ya أ...... ي

 

Ai a dan i 

 Fathah dan wau أ...... و

 

Au a dan u 
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Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kaifa كيف 1

 Ḥaula حىل 2

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif أ...... ي

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis diatas أ...... ي

 أ...... و

 

 

Dammah dan wau Ū u dan garis diatas 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Qāla قال 1
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 Qīla قيم 2

 Yaqūlu يقىل 3

 Ramā زمي 4

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, 

atau dammah transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 

/h/. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul زوضة الأطفال 1

atfāl 

 Ṭalhah طهحة 2
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau  Tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  

dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam 

transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rabbanā زتىّا 1

 Nazzala وصّل 2

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 

 Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata .لأ

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti 

dengan hururf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 

Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan kata sambung.  
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Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Ar-rajulu انسّجم 1

 Al-Jalālu انجلال 2

 

7. Hamzah 

Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan 

dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. 

Apabila terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Akala أكم 1

 Taꞌkhużuna تأخرون 2

 An-Nauꞌu انىؤ 3

 

8. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 

tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 

berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 

sandangan, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 

tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. Penggunaan huruf 
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awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi dalam tulisan Arabnya memang 

lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 

tidak digunakan. 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Wa mā Muhammadun و ما محمد إلازسىل 1

illā rasūl 

 Al-hamdu lillahi rabbil انحمدلله زب انعانميه 2

ꞌa>lami>na 

 

9. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf 

Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam 

tansliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 

setiap kata atau bisa dirangkaikan.  

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Wa innallāha lahuwa وإن الله نهى خيسانساشقيه 1

khair ar-rāziqīn/ Wa 

innallāha 
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lahuwakhairur-rāziqīn 

-Fa aufū al-Kaila wa al فأوفىا انكيم وانميصان 2

mīzāna/Fa auful-kaila 

wal mīzāna 
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ABSTRAK 

IDA FITRI ASTUTI, NIM: 152131025, “TINJAUAN HUKUM 

PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK 

PIDANA PERZINAHAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri 

Karanganyar Dengan Putusan Nomor : 56/Pid.B/2018/PN Krg)”.  

Skripsi ini bertujuan untuk dapat mengetahui menganalisis 

pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak 

pidana perzinahan di dalam putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg serta 

untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi 

pelaku tindak pidana perzinahan di pengadilan Negeri Karanganyar 

dengan putusan Nomor  56/Pid.B/2018/PN Krg. 

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yaitupermasalahan 

yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah analisis pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara Nomor: 56/Pid.B/2018/PN Krg terhadap 

sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan menurut  hukum pidana 

Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan 

menelaah salinan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar perkara Nomor: 

56/Pid.B/2018/PN Krg. Sumber data diambil dari data sekunder yaitu 

bahan hukum primer, Bahan Hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian 

kepustakaan yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi. Data 

dianalisis mengunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah dasar pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara Nomor: 56/Pid.B/2018/PN Krg tentang tindak 

pidana perzinahan.Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu dijerat 

pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP dengan pidana penjara selama-

lamanya 3 bulan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam dalam perkara 

Nomor: 56/Pid.B/2018/PN Krg tentang tindak pidana perzinahan tersebut 

sesuai dengan jari>mahzina, didalam jari>mah zina ini termasuk dalam 

kategori zina muḥṣan. Hukumannya adalah hukuman rajam dan  dera atau 

cambuk 100 kali 

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Perzinahan, Sanksi 
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ABSTRACK 

IDA FITRI ASTUTI, NIM: 152131025, "ISLAMIC CRIMINAL 

REVIEW OF SANCTIONS FOR PERSONNEL PRINCIPLES OF CRIMINAL 

ACTION (Case Study of Karanganyar district court with judgment Number: 56 / 

Pid.B / 2018 / PN Krg)". 

This thesis aims to be able to find out analyzing the judge's consideration 

in examining and deciding cases of adultery in decision No. 56 / Pid.B / 2018 / PN 

Krg as well as to know the review of Islamic criminal law against sanctions for 

perpetrators of adultery in the Karanganyar district court with decision Number 56 

/ Pid.B / 2018 / PN Krg. 

 The problems examined in this paper are the issues raised as the focus of 

research is the analysis of judges' considerations in deciding cases Number: 56 / 

Pid.B / 2018 / PN Krg on sanctions for perpetrators of adultery according to 

Islamic criminal law. This type of research is a library research (library research) 

that is research by collecting research materials by examining a copy of the 

Karanganyar District Court decision on case Number: 56 / Pid.B / 2018 / PN Krg. 

Sources of data taken from secondary data are primary legal materials, secondary 

legal materials and tertiary legal materials. The method of data collection is done 

by library research techniques, namely by using documentation studies. Data were 

analyzed using qualitative methods and described descriptively. 

the conclusion that can be drawn is the basis for the judge's consideration 

in deciding case Number: 56 / Pid.B / 2018 / PN Krg concerning adultery. 

Sanctions imposed by the Panel of Judges are charged under article 284 paragraph 

(1) to 1 letter b of the Criminal Code with imprisonment for up to 3 months. 

Whereas according to Islamic criminal law in case Number: 56 / Pid.B / 2018 / 

PN Krg concerning adultery is according to jari>mahzina, inside jari>mahzina is 

included in the adultery muḥṣan category. The penalty is stoning and whipping 

100 times. 

Keywords: Islamic Criminal Law, Adultery, Sanctions.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, setiap tingkah laku warga negaranya tidak 

terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. 

Negara hukum mengehendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan 

dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini 

untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Maraknya kasus perzinahan yang terjadi dan terus meningkat untuk 

orang yang sudah menikah sangatlah meresahkan masyarakat. Karena hal 

itu di khawatirkan akan merusak moral seseorang. Di samping rusaknya 

moral seseorang dengan terjadinya kasus perzinahan yang terjadi 

meningkat di takutkan karena menimbulkan beberapa penyakit di 

antaranya HIV, AIDS, SPILIS dan lain sebagainya dan jika hal itu sudah 

terjadi tentunya orang yang merasa di rugikan bukan hanya sipelaku, 

namun orang disekitarnya pasti merasa di rugikan. Apalagi jika sipelaku 

tertangkap tangan dalam melakukan perzinahan ataupun terkena penyakit 

dari apa yang telah dia lakukan pasti keluarga bahkan kerabat-kerabatnya 

akan merasa malu dan terbebani atas apa yang telah dia lakukan. 
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Perbuatan zina menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual 

atau persetubuhan di luar perkawinan yang di lakukan oleh seorang laki-

laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih 

terkait dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan 

persetubuhan menurut R.Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-

laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. 

Anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin 

perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
1
 

Disamping itu ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku 

bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terkait dalam 

perkawinan. Hukum pidana di Indonesia tidak melarang adanya 

perzinahan yang terjadi antara orang yang berlainan jenis dan tidak terkait 

dalam ikatan perkawinan, selain itu tindak pidana perzinahan tergolong 

sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang 

mengadukan tindak pidana tersebut.
2
 

Demikian pula menurut hukum Islam sangat jelas bahwa setiap 

orang yang melakukan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar 

perkawinan yang sah adalah merupakan zina. Jika perbuatan zina itu dapat 

dibuktikan sesuai dengan syariah Islam, maka hukuman nya merupakan 

hak Allah yaitu ḥudūd. Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang 

                                                           
1
R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-

Komentarnya Lengkap beserta Pasal demi pasal, (Bogor:Polites,1996). hlm 208. 

 
2
 Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, (Jakarta: 

Sinar Grafika,1996). hlm 43. 



3 
 

 

sedang dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah 

melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda ataupun 

duda (muḥṣan) sedangkan hukuman cambuk atau dera kepada pelaku zina 

yang belum pernah melakukan perkawinan baik bujang maupun gadis 

(ghairu muḥṣan).
3
 

Di dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan 

pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan minimal 

empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu dan ada pula 

ulama yang berpendapat pembuktian dapat dilakukan dengan qarinah atau 

tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum menikah, tanpa harus 

di sertai dengan adanya aduan terlebih dahulu.
4
 

Contoh kasus tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kabupaten 

Karanganyar. Dalam kasus tersebut terdakwa Ike Listyanna Binti Suwarso 

pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dilihat lagi secara pasti pada 

waktu siang hari pada bulan agustus 2015 atau setidak-tidaknnya dalam 

tahun 2015 bertempat di penginapan sumber Wening Tawangmangu 

Kabupaten Karanganyar, atau disuatu tempat tertentu yang masih dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, seorang wanita yang telah 

kawin, yang melakukan gendak (overpsel) perbuatan dilakukan terdakwa 

dengan cara sebagai berikut: 

                                                           
3
 Topo Santoso, Asas-asas hukum pidana islam, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm 158. 

4
Ibid. 
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Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada tahun 

2011 terdakwa mengenal saksi Roni Dwi Haryanto Bin Sugianto (dalam 

berkas terpisah) yang merupakan rekan kerja PT.Sari Warna Asli Sroyo 

Jaten, Kabupaten kKaranganyar, pada tahun 2015 terdakwa dan saksi Roni 

menjalin hubungan dan saling suka, bahwa pada sekira bulan Agustus 

2015 pada waktu siang hari terdakwa dan saksi Roni jalan-jalan ke 

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda 

motor masing-masing, kemudian saksi Roni mengajak terdakwa untuk 

masuk dipenginapan Sumber Wening Tawangmangu Kabupaten 

Karanganyar, selanjutnya saksi roni memesan kamar lalu terdakwa dan 

saksi Roni masuk kedalam kamar dengan keadaan pintu tertutup dan 

terkunci, didalam kamar terdakwa dan saksi Roni ngobrol kemudian saksi 

roni mengajak terdakwa sewa foto/foto selfie dan membuat video dan 

mengajak hubungan intim bahwa adegan hubungan intim terdakwa dan 

saksi roni tersebut disimpan didalam kartu MMC merk V-GEN 16GB. 

Bahwa pada hari minggu tanggal 8 oktober 2017 saksi Ilham 

Nugroho Bin Sadiyo menemukan kartu MMC merk V-GEN 16GB diteras 

rumah saksi Ilham dan di buka oleh saksi ilham dan saksi menemukan 2 

(dua) format video yang berisikan adegan hubungan intim antara terdakwa 

dan saksi Roni, kemudian saksi Ilham melaporkan perbuatan tersebut ke 

polres Karanganyar, bahwa terdakwa sudah menikah dengan Ilham 
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Nugroho pada tanggal 9 juni 2012 berdasarkan kutipan akta nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar.
5
 

Alasan penulis untuk mengambil judul ini yaitu yang pertama, 

terdakwa telah melakukan perbuatan zina kepada orang yang sama. Yang 

kedua, terdakwa melakukan perselingkuhan berulang kali. judul ini sangat 

menarik untuk di teliti karena pada kenyataan untuk tindak pidana 

perzinahan merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi sipelaku, 

permasalahan yang penulis kaji dalam putusan tersebut yaitu mengenai 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berdasarkan atas dasar hukum 

positif saja, maka dari itu penulis meninjaunya dari hukum pidana Islam 

untuk melihat hukuman apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada sipelaku 

sesuai dengan hukum pidana Islam. 

Dengan berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengakaji lebih jauh mengenai “ TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM 

TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA 

PERZINAHAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Dengan 

Putusan Nomor : 56/Pid.B/2018/PN Krg) ”. 

  

                                                           
5
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus 

perkara tindak pidana perzinahan dalam putusan Nomor 

56/Pid.B/2018/PN Krg ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku 

tindak pidana perzinahan dalam putusan Nomor  56/Pid.B/2018/PN 

Krg ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai 

dalam suatu penelitian sebagai salah satu atas masalah yang dihadapi 

dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara tindak pidana perzinahan dalam putusan Nomor 

56/Pid.B/2018/PN Krg. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi 

pelaku tindak pidana perzinahan dalam putusan Nomor  

56/Pid.B/2018/PN Krg. 

D. Manfaat Penelitian 

hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-

manfaat sebagai berikut :  
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1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

perkembangan ilmu hukum pidan Islam yang berhubungan dengan 

sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan.  

2. Manfaat Praktis. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi 

informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan mahasiswa 

mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan. 

E. Kerangka Teori 

1. Tindak Pidana. 

Moeljanto mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi 

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut, larangan ditujukkan kepada perbuatan (suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan 

kejadian itu.
6
 

Tindak pidana/Delik aduan merupakan tindak pidana yang 

penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang 

terkena atau yang diinginkan. Dengan demikian apabila tidak ada 

                                                           
6
 Moeljanto,Asas-asas Hukum Pidana,(Jakarta: Bina Aksara,1986), hlm 54. 
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pengaduan, terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan 

penuntutan.
7
 

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) terdapat beberapa jenis hukuman/sanksi yang dapat 

dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, 

dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa : 

a. Pidana Pokok 

1) Pidana mati. 

2) Pidana Penjara. 

3) Kurungan. 

4) Denda. 

b. Pidana Tambahan 

1) Pencabutan hak-hak tertentu. 

2) Perampasan barang-barang tertentu. 

3) Pengumuman putusan hakim.
8
 

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata  fiqh 

jinayāh. Konsep jinayāh berasal dari kata jana yaitu yang berarti 

kejahatan, pidana atau kriminal. jinayāh adalah perbuatan yang 

diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau 

kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda. Adapun Hukum Pidana 

                                                           
7
Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,(Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri,2014), hlm 60. 
8
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,(Jakarta: Rajawali Per,2013), hlm 117. 
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Islam atau jinayāhadalah hukum pidana yang ada dalam lingkup 

hukum Islam. 

Abdul Qadir Audah menyatakan jarīmahadalah 

melakukanperbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya 

mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan 

perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila 

tidak melakukannya atau dengan kata lain melakukan atau 

meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh 

syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.
9
 

Abdul Qodir mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk 

jarīmah itu ada tiga macam yaitu : 

a. Unsur Formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang 

perbuatan dan mengancanya dengan hukuman. 

b. Unsur Material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk 

jarīmah baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak 

berbuat (negatif). 

c. Unsur Moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni 

orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana 

yang dilakukannya.
10

 

                                                           
9
Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka 

Setia,2013), hlm 15 
10

 MakhrusMunajat, Fikih Jinayah ( Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Teras, 2009). 

Hlm. 10. 
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Di lihat dari segi berat ringan nya hukuman jarīmah dapat 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1) Jarīmahḥudūd 

Jarīmahḥudūd adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau lebih seseorang yang menjadikan pelakunya 

dikenai sanksi had. Jenis-jenis had yang terdapat didalam 

syariat Islam yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara 

atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan dan 

salib.
11

 

2) Jarīmah Qiṣāṣ dan Diyat 

 Qiṣāṣ(memotong atau membalas) selain itu juga ada delik 

diyat ( denda dalam bentuk benda atau harta ) berdasarkan 

ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak 

korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. 

Perbedaanya qiṣāṣdi berlakukan bagi perbuatan pidana yang 

disengaja sedangkan diyat di berlakukan bagi perbuatan pidana 

yang tidak sengaja.
12

 

3) JarīmahTa¬zi>r 

Istilah jarīmahta¬zi>r menurut hukum pidana Islam yaitu 

tindakan yang berupa edukatif (pegajaran) terhadap pelaku 

perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya 

                                                           
11

 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 10. 
12

Ibid. 
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ataudengan kata lain ta¬zi>radalah hukuman yang bersifat 

eduktif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta¬zi>r merupakan 

hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada 

ketetapan dalam nash tentang hukumnya. Hukuman-hukuman 

ta¬zi>r tidak mempunyai batas-batas tertentu, karena syara hanya 

menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari yang seringan-

ringannya saampai hukuman yang seberat-beratnya dengan 

kata lain hakim lah yang berhak menentukan macam tindak 

pidana beserta hukumannya karena kepastian hukumnya belum 

ditentukan oleh syara.
13

 

2. Teori Kesengajaan 

Kesengajaan berasal dari kata “sengaja” yang berarti niat untuk 

melakukan sesuatu. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja 

mengehendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau 

menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Bentuk-bentuk kesengajaan 

dibedakan menjadi tiga bagian yaitu : 

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan 

Bahwa kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh 

khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu 

tindak pidana, sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena 

dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si 

                                                           
13

 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana islam), (Bandung: 

Pustaka Bani Quraisy, 2004). hlm 117. 
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pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang 

menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. 

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian 

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya 

tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari 

delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 

perbuatan itu.. 

c. Kesengajan secara keinsyafan kemungkinan 

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan 

suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan 

hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari 

kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban 

atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.
14

 

3. Tindak Pidana Perzinahan. 

Di dalam pasal 284 KUHP Zina diartikan sebagai persetubuhan 

yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan 

perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.
15

 

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu 

melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin 

                                                           
14

 Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana, ,(Bina 

Aksara: Jakarta, 1993), hlm 46. 
15

Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana islam)..., hlm. 209. 
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pria) ke dalam vagina wanita yang di nyatakan haram, bukan karena 

syubhat, dan atas dasar syahwat.
16

 

Islam sangat membenci zina dan karena nya memerintahkan 

kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaaan setan yang 

akan mendorong seorang berzina. Bahaya dari perzinaan antara lain : 

menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya, terjadinya 

pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, 

menyiakan keturunan, menipu keluarga, menimbulkan kejahatan 

lainnya. 

Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa mendekati zina itu 

haram apa lagi melakukannya di dalam Al-Quran Allah SWT 

berfirman :  

َ  َ ِ  ً   ٓ  َ  نَ فىَحَِ ً  وََ  ۥوَلََ تَ قْرَبوُا  لزِّنَٰى  ِ نَّهُ   

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS 

Al-Isra [17]: 32).
17

 

Dalam masalah sanksi yang diancamkkan terhadap pezina yang 

belum menikah (ghairu muḥṣan) tidak terjadi perbedaan pendapat 

yaitu dera seratus kali, perbedaan pendapat terjadi dalam hal hukuman 

bagi pezina yang muḥṣan (telah menikah) dalam hal ini ada dua 

pendapat besar yang berbeda dalan menghukumi pezina muḥṣanini. 

                                                           
16

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam..., hlm. 37. 
17

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tajwid, Cetakan X, (Bandung CV Penerbit 

Diponegoro, 2010). Hlm 285. 
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Menurut pendapat pertama hukuman bagi pezina yang masuk kategori 

ini adalah hukuman rajam (dilempar batu sampai mati). Kelompok 

kedua berpendapat bahwa hukuman bagi pezina muḥṣan bukanlah 

rajam melainkan dera seratus kali.
18

 

F. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka ini di maksudkan untuk mengemukakan teori-

teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Pada kajian terdahulu penulis menemukan beberapa judul yang 

berkaitan dengan skripsi yang penulis buat antara lain :  

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Rinanti Elfrida yang 

berjudul “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam 

dan Hukum Positif”, skripsi tahun 2017 Mahasiswa IAIN Raden Intan 

Lampung. Penelitian tersebut membahas tentang persamaan dan perbedaan 

perlindungan hak anak tentang anak hasil zina dalam hukum Islam dan 

juga hukum positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah menganalisa sanksi bagi pelaku perzinahan terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg yang  

berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 

terhadap tindak pidana perzinahan.
19

 

                                                           
18

Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana islam)..., hlm. 162. 

19
 Rinanti Elfrida. “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif”, Skripsi, Jurusan Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017. 
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Kedua, Skripsi yang disusun oleh Rachmad Riyadi yang 

berjudul ”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang 

Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam dan 

Hukum Nasional)”, skripsi tahun 2017 Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar. Penelitian tersebut membahas tentang tinjauan yuridis terhadap 

tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang 

meliputi batas usia pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hukum 

nasional dan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak 

dalam hukum Islam dan nasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah menganalisa sanksi bagi pelaku perzinahan terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg 

yang berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana 

positif terhadap tindak pidana perzinahan.
20

 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Adi Kurniawan yang 

berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh 

Militer (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi 11 Jakarta 

Nomor:14/ K-AD/PMT-11/VI/2010)”, skripsi tahun 2013 Mahasiswa 

Universitas Jenderal Soedirman. Peneliti tersebut membahas bagaimana 

pembuktian dan sistem pembuktian terhadap tindak pidana zina yang 

dilakukan oleh seorang militer. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah menganalisa sanksi bagi pelaku perzinahan terhadap 

                                                           
20

 Rachmad Riyadi ”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang 

Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional)”, Skripsi, 

Jurusan Syariah UIN Alauddin Makassar, 2017. 
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Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg 

yang berfokus pada tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana 

positif terhadap tindak pidana perzinahan.
21

 

Keempat skripsi yang disusun oleh Hasim Efendi yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan 

Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung 

NO.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”, skripsi tahun 2014 Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti tersebut 

membahas tentang analisis yuridis dan analisis hukum Islam terhadap 

putusan NO.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg tentang  izin poligami. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisa sanksi bagi 

pelaku perzinahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 

Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg yang berfokus pada tinjauan hukum pidana 

Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana perzinahan.
22

 

Kelima, skripsi yang disusun oleh Nurulina Rosdiawati yang 

berjudul “Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina dalam 

Hukum Islam dan Hukum Positif”. skripsi tahun 2018 Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Peneliti tersebut 

membahas tentang ketentuan saksi dalam hukum Islam dan hukum positif  

yang berfokus tentang keharusan adanya saksi dan tentang jumlah, jenis 

                                                           
21

 Adi Kurniawan “Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Militer 

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi 11 Jakarta Nomor:14/ K-AD/PMT-

11/VI/2010)”, Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013. 
22

 Hasim Efendi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami 

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung NO.0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”, 

Skripsi, Jurusan Syariah dan Hukum  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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kelamin saksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

menganalisa sanksi bagi pelaku perzinahan terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg yang berfokus pada 

tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak 

pidana perzinahan.
23

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti 

sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat,  membina, 

serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
24

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dengan penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library 

research).
25

yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan 

penelitian dengan membaca berkas-berkas putusan Pengadilan Negeri 

Karanganyar dengan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg dan buku-buku 

yang berhubungan dengan tindak pidana perzinahan. 

2. Sumber Data 

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber 

data sekunder diantaranya : 

                                                           
23

 Nurulina Rosidawati “Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina dalam 

Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2018. 

 
24

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007). hlm 3. 
25

 M Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998). hlm 111. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang 

terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim 

seperti.
26

 :  

1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

2). Salinan putusan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 

: 56/Pid.B/2018/PN Krg tentang tindak pidana Perzinahan  

3). Dalam hukum Islam menggunakan Al-Quran, hadist, buku fiqih 

jinayah dan buku  asas-asas hukum pidana Islam 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
27

 seperti : 

bahan pustaka buku-buku teks, jurnal hukum, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan tindak pidana perzinahan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier merupakan data yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

                                                           
26

 Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm 23 
27

Ibid.... 
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bahan hukum sekunder.
28

 seperti : kamus (Hukum) ensiklopedia 

dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data yang digunakan penulis yaitu :  

Dokumentasi Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan 

rumusan masalah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi yaitu 

mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang 

sudah tersedia. Pengumpulan data yang dilakukan adalah 

mengumpulkan dokumen atau berkas putusan dan buku-buku serta 

bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini. Dokumentasi dalam 

skripsi ini meliputi hasil putusan Nomor : 56/Pid.B/2018/PN Krg. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis 

menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, 

deskriptif yaitu suatu penelitian yang bahwa peneliti dalam 

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau 

pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil 

penelitian yang dilakukannya.
29

 

                                                           
28

Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum...., hlm.24. 
29

M Nazir, Metode Penelitian....,  hlm. 183. 
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Dalam hal ini dengan mendeskripsikan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Di dukung dengan teori dan dalil-dalil yang 

terdapat dalam literatur sebagai analisis sehingga mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif, pola 

pikir deduktif yang dimaksud adalah pola pikir yang berangkat dari 

faktor-faktor khusus yakni tentang sanksi bagi pelaku Tindak pidana 

Perzinahan di Pengadilan Negeri Karanganyar ditinjau dari analisis 

hukum pidana Islam. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam upaya memudahkan penyusunan skripsi ini agar lebih 

sistematis maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas dasar 

yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian yang 

meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjuan Pustaka, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana 

Perzinahan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, 

dalam bab ini meliputi landasan teori yang terdiri dari Tinjauan umum 

tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana positif dan 

hukum pidana Islam.  
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Bab III Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 

56/Pid.B/2018/PN Krg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana 

Perzinahan,  dalam bab ini terdiri dari Deskripsi Putusan Perkara Nomor 

56/Pid.B/2018/PN Krg laporan hasil penelitian yang terdiri dari dakwaan, 

pembuktian, barang bukti, pertimbangan hakim, putusan hakim. 

Bab IV Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Karanganyar NO.56/Pid.B/2018/PN Krg Tentang Sanksi Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Perzinahan, dalam bab ini akan membahas 

mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang meliputi apa yang 

menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 

56/Pid.B/2018/PN Krg dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam 

terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan. 

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa 

kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 

diteliti. 
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BAB II 

SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN  

DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Tinjauan Menurut Hukum Positif 

1. Tindak Pidana dan Delik Aduan 

a. Pengertian Tindak Pidana  

Istilah “Tindak Pidana” adalah dimaksudkan sebagai 

terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda 

“strafbaar feit” atau “Delict”. Untuk terjemahan itu, dalam bahasa 

Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga telah dipakai dan 

beredar beberapa istilah lain baik dalam buku-buku maupun dalam 

peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:  

 1).Perbuatan yang dapat di hukum 

2). Perbuatan yang boleh di hukum 

3). Peristiwa Pidana 

4). Pelanggaran Pidana 

5). Perbuatan Pidana 

6). Tindak Pidana 

ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa kita untuk 

menterjemahkan istilah “Strafbaar feit” atau “Delict”. Menurut 

hemat penulis, diantara keenam istilah itu yang paling baik dan 
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tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “Tindak 

Pidana” atau “Perbuatan Pidana” karena kedua istilah itu  

disamping  mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai 

suatu istilah hukum.
30

ada beberapa bagian mengenai tindak pidana 

dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana.
31

Menurut 

Vos Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan 

undang-undang.
32

 Sedangkan Menurut Van Hattum tindak pidana 

adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat di 

hukum. Jadi tindak pidana berkaitan dengan perbuatan dan 

pemidanaan, namun tidak dijelaskan secara eksplisit, hubungan 

antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana. 

Pemikiran ini didasarkan pandangan bahwa didalam tindak pidana 

sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.  

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Dari berbagai berbagai pengertian tindak pidana yang telah 

diuraikan, maka tindak pidana mempunyai unsur-unsur seperti 

yang dikemukakan oleh E.Y Kanter dan S.R Sianturi yaitu : 

1) Subjek 

2) Kesalahan 

3) Bersifat melawan hukum (tindakan) 

                                                           
30

Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, (Jakarta: Balai Aksara, 1974), hlm. 

15. 
31

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana...., hlm. 49. 
32

Russel Butarbutar, Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat, (Bekasi: 

Gramata Publishing, 2016), hlm. 2. 
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4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-

undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. 

5) Waktu,tempat dan keadaan.
33

 

Menurut Bambang Poernomo mengemukakan unsur-unsur 

tindak pidana yang lebih rinci yaitu :  

1) Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (menselijke 

gedraging)  berupa berbuat atau tidak berbuat (een doen of 

nalaten). Hukum pidana kita adalah hukum piddana perbuatan . 

daaddstrafafrecht. Cogitationis poenam nemo patitur (tidak 

seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang 

dipikirkannya). 

2) Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini 

terdapat ada delik material. 

3) Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis seperti, maksud 

(oogmerk), sengaja (opzet), dan kealpaan (onach-zaamheid atau 

culpa). 

4) Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan – keadaan 

objektif (objectieve omstandigheden), misalnya penghasutan 

(pasal 160) dan pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat 

dipidana jika dilakukan didepan umum. 

5)  Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan 

untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 “jika pecah 

                                                           
33

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

hlm. 211. 
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perang”, pasal 164 dan 165 “ jika kejahatan itu jadi dilakukan”, 

pasal 345 “ kalau orang itu jadi bunuh diri”, pasal 531 “ jika 

kemudian orang itu meniggal “. 

6) Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis 

yang khusus yaitu apa yang dirumuskan sebagaimana melawan 

hukum (wederrechtelijk), tanpa wewenang (zonde daartoe 

gerechtigd te zijn), dengan melampaui wewenang 

(overschrijving der bevoegheid). 

7) Umumya waktu dan tempat tidak merupakan usur tertulis. 

Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang 

mencantumkannya dalam rumusan  delik, misalnya dalam pasal 

122 dalam waktu perang (tijd van oorlog).
34

 

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Menurut Sudarto menyebutkan jenis-jenis tindak pidana 

sebagai berikut : 

1) Kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik ini dianut dalam 

sistem KUHP. 

2)  Delik formil dan delik materil 

a) Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik 

beratkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut 

telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti 

tercantum dalam rumusan delik. Misalnya : penghasutan 

                                                           
34

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), hlm. 67. 



26 
 

 
 

(pasal 169 KUHP); dimuka umum menyatakan perasaan 

kebencian, permusnahan atau penghinaan terhadap satu 

atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); 

Penyuapan (Pasal 209,210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 

242 KUHP); pemalsuan surat (Psal 263 KUHP); pencurian 

(Pasal 362 KUHP). 

b) Delik materil adalah delik yang perumusannya 

dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki 

(dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak 

dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling 

banyak hanya ada percobaan. Misalnya: pembakaran (Pasal 

187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP); pembunuhan 

(Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik 

materil tidak tajam misalnya pasal 362 KUHP. 

3) Delik commissionis, delik omissionis dan delik commissionis 

per omissionem commissa. 

a) Delik commissionis yaitu delik yang berupa pelanggaran 

terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang 

pencurian, penggelapan, penipuan. 

b) Delik omissionis yaitu delik yang berupa  pelanggaran 

terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang 

diperintahkan/diharuskan, misalnya tidak menghadap 

sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP); tidak 
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menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 

KUHP). 

c) Delik commissionis per omissionen commissisa yaitu delik 

yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis) 

akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, 

misalnya seorang ibu yang membunuh anak nya dengan 

tidak memberi air susu (Pasal 338,340 KUHP); seorang 

penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api 

dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 

KUHP). 

4) Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 

a) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, 

misalnya Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. 

b) Delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai 

salah satu unsur, misalnya Pasal-pasal 195,197,201, 203, 

231 ayat 4, 359 dan 360 KUHP.  

5) Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en 

samengestelde delicten) 

a) Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan 

perbuatan satu kali. 

b) Delik berganda : delik yang baru merupakan delik, apabila 

dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya Pasal 481 

KUHP (penadahan sebagai kebiasaan. 
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6) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung 

terus (voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten). 

Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri 

bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya 

merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). 

7) Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten enniet 

klachtdelicten). 

Delik aduan : delik yang penuntutan nya hanya dilakukan 

apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde 

partij) misalnya penghinaan (Pasal 310-319 KUHP); 

perzinahan (Pasal 284 KUHP); chantage pemerasan dengan 

ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo ayat 

2). 

8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya 

(eenvoudige en gequalificeerde delicten). 

Delik yang ada pemberataanya, misalnya penganiayaan yang 

menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 

3 KUHP); pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 

KUHP).
35

 

d. Pengertian Pemidanaan 

 Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 

dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 

                                                           
35

 I made Widnyana, Asas-Asas  Hukum Pidana, ( Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 

hlm. 49. 
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“pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 

“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.
36

 

e. Tujuan Pemidanaan 

 Di indonesia, hukum posistif belum pernah merumuskan 

tujuan pemidanaan, selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan 

tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Tujuan 

pemidanaan menurut Warjono Prodjodikoro yaitu: 

1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan 

kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals 

preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah 

melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan 

kejahatan lagi (speciale preventif), atau 

2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang 

melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik 

tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
37

 

  Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi 

sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, 

pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk 

menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. 

                                                           
36

 Laden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm. 2. 
37

 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1981), 

hlm. 16. 
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  Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai 

dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada 

perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan 

dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan 

masyarakat/negara, korban dan pelaku. M. Sholehhuddin 

mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas 

tujuan pemidanaan tersebut yaitu: 

1) Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut 

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang 

2) Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat 

orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 

menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan 

konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. 

3) Kedilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil 

(baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun 

masyarakat).
38

 

f. Pengertian Delik Aduan  

 Tindak pidana atau delik aduan adalah tindak pidana yang 

penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak 

yang terkena atau yang dirugikan. Dengan demikian apabila tidak 

ada pengaduan terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan 

penuntutan.  

                                                           
38

M Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & 

Implementasinya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 59. 
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 Tindak pidana seperti itu disebut Klacht Delicten yaitu 

sebagai lawan dari apa yang disebut Gewone Delicten yaitu tindak 

pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu 

pengaduan.  

 Delik aduan terjadi bila ada pengaduan atau laporan dari 

orang yang menjadi korban tindak pidana. Misalnya: pemerkosaan, 

pencurian dalam keluarga dan pencurian dalam waktu pisah meja 

ranjang. Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor 

menarik laporan nya misalnya: karena ada perdamaian atau 

perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk 

tingkat penyidikan oleh jaksa bila telah masuk tingkat penuntutann 

atau oleh hakim bila masuk persidangan tetapi belum divonis. 

Penarikan aduan atau laporan biasanya terjadi dalam kasus 

perkosaan dimana si korban merasa malu atau si pelaku mau 

menikahi korban. Dalam kasus pencurian dalam keluarga atau 

pisah meja ranjang, biasanya alasan keluarga.
39

 

g. Jenis-Jenis Delik Aduan 

 Ada 2 (dua) jenis delik aduan, yaitu : 

1) Delik aduan absolut (mutlak) 

 Delik aduan absolut adalah tiap-tiap delik yang dalam 

keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Kejahatan-

                                                           
39

 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana...., hlm. 

61. 
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kejahatan yang termasuk golongan delik aduan ini antara lain 

adalah : 

a) Kejahatan penghinaan (Pasal 310-319 KUHP). 

Perkecualian :  

Penghinaan terhadap seorang pejabat pada waktu ia sedang 

melakukan jabatan sah dapat dituntut (oleh jaksa) karena 

jabatan (ambtshalve). Dalam hal ini pembuat KUHP 

menganggap perlu untuk mengadakan pengecualian atas 

dasar/prinsip delik aduan tersebut oleh karena kepentingan 

umum terancam begitu mencolok. 

b) Beberapa kejahatan susila seperti: 

Pasal 284 KUHP (overspel), Pasal 287 KUHP ( bersetubuh 

dengan orang perempuan yang bukan istrinya dan umurnya 

dibawah 15 tahun), Pasal 293 KUHP (membujuk seseorang 

yang belum dewasa/belum cukup umur dan baik tingkah 

lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul), Pasal 332 KUHP (melarikan/membawa 

pergi seorang wanita yang belum cukup umur), Pasal 322 

KUHP (membuka rahasia). 

2) Delik aduan relatif (nisbi). 

 Delik aduan yang relatif adalah tiap-tiap delik yang hanya 

dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan. Kejahatan-

kejahatan yang termasuk golongan delik aduan ini adalah 
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pencurian dalam kalangan keluarga dan delik-delik 

kekayaan/harta benda yang kurang lebih sejenis. 

Pasal 367 KUHP: 

a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam 

bab ini, adalah suami (istri) dari orang yang terkena 

kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau 

terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau 

pembantu itu, tidak mungkin diadakan penuntutan pidana. 

b) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat 

tidur atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah 

keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus, 

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap 

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada 

pengaduan yang terkena kejahatan. 

c) Jika menurut lembaga matrriakal, kekuasaan bapak 

dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, 

maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang 

itu.
40

 

2. Tindak Pidana Perzinahan dan Hukumannya 

a. Pengertian Perzinahan 

  Kata zina dalam bahasa inggris disebut adultery pada 

kamus besar Bahasa Indonesia kata zina dimuat artinya sebagai 
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berikut : ”perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan 

yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) 

perbuatan bersenggama seseorang laki-laki yang terikat 

perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau 

seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-

laki yang bukan suaminya.
41

Menurut hukum adat zina adalah 

merupakan delik yang terutama melanggar kehormatan golongan 

kerabat dan melanggar kepentingan hukum seorang selaku suami. 

Kemudian Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa perbuatan 

zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan 

perkawinan yang sah.
42

 

  Kejahatan zina dirumuskan   dalam pasal 284 KUHP yang 

selengkapnya adalah sebagai berikut :  

1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 

1). a) Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan 

zina, padahal di ketahui bahwa pasal 27 BW berlaku 

baginya; 

b) Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan 

zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku 

baginya; 
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2). a) Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan 

itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah 

telah kawin; 

b) Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta    

melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya 

bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 

BW berlaku baginya. 

3) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan 

suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka 

berlaku pasl 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan 

diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan 

ranjang karena alasan itu juga. 

4) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 27,72 dan 75    

5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan 

dalam sidang pengadilan belum dimulai. 

6) Jika suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak 

diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karea 

perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah 

meja dan tempat tidur menjadi atap. 

  Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada 

ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan yakni:  

1) Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, 

padahal pasal 27 BW berlaku baginya; 
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2) Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, 

padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 

3) Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang 

perempuan yang diketahuinya telah kawin; 

4) Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang 

laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku 

baginya. 

 Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan 

melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat 

esensial yaitu; 

1)  Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-

laki bukan suami atau bukan istrinya; 

2) Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW; 

3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.
43

 

b. Pengertian Hukuman 

  Hukuman berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” 

berasal dari perkataan “wordt gestraf”. Moeljanto 

menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” untuk kata 

“straf” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “word 

gestraft”. Hal ini disebabkan apabila kata “straf” diartikan 

“hukuman”, maka kata “straf recht” berarti “hukum-
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hukuman”. menurut moeljanto “dihukum” berarti diterapi 

hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. 

“hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi 

yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup 

juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.
44

 

  Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh 

sudarto, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau 

“memutuskan tentang hukumnya” (berechten) ”menetapkan 

hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang 

pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjtnya juga 

dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat 

disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana 

yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau 

“pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau 

penghukuman dalam arti yang demikian mempunyai makna 

sama dengan ”sentence” atau “veroordeling”.
45

 

  Hukuman ialah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. 

Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu 

dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang 
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dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang di 

lindungi hukum pidana.
46

 

c. Tujuan Hukuman  

Tujuan hukuman pada hukum positif telah mengalami 

beberapa fase, fase-fase tersebut adalah: 

1) Fase Balasan Perseorangan 

Pada fase ini, hukuman berada ditangan perseorangan 

yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri 

mereka dari penyerangan dan atas dasar naluri hendak 

membalas orang yang menyerangnya. 

2) Fase Balasan Tuhan atau Balasan Umum 

Yang dimaksud balasan Tuhan adalah bahwa orang 

yang berbuat harus menebus kesalahannya. Sedangkan 

balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera 

dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya. 

3) Fase Kemanusiaan  

Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadiln dan 

kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang 

yang berbuat mulai dipakai. 
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4) Fase Keilmuan 

Pada fase ini muncullah aliran italia yang didasarkan 

pada tiga pikiran, yaitu: hukuman mempunyai tujuan dan 

tugas ilmiah, macam masa dan bentuk hukuman aturan-

aturan abstrak yang mengharuskan diberlakukannya 

pembuat-pembuat jarīmah dalam tingkatan dan keadaan 

yang sama.
47

 

d. Bentuk-bentuk dan Hukuman Menurut Hukum Positif 

Hubungan antara tindak pidana dengan pidana atau 

hukuman sangat erat sekali. Karena seperti telah diuraikan 

pada bagian terdahulu, adanya suatu ancaman sanksi itu 

terhadap suatu perbuatan menjelmakan perbuatan itu menjadi 

suatu tindak pidana.Sanksi atau pidana dapat dijatuhkan 

kepada seseorang yang memperkosa hukum. Suatu penderitaan 

yang ditimpakan oleh Negara terhadap seseorang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana.
48

 

Bentuk-bentuk hukuman terdapat dalam buku 1 

KUHP bab ke-2 yaitu pasal 10. 

1) Hukuman pokok 

a) Pidana Mati 
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 Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang 

paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga 

merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji 

oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau 

pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang 

tidak setuju. Kalau di negara lain satu persatu menghapus 

pidana mati. Maka sebaliknya yang terjadi di indonesia. 

Semakin banyak delik yang diancam dengan pidana 

mati.
49

 

b) Pidana Penjara 

  Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama 

waktu-waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Pidana 

penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu 

hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut 

(Pasal 12 ayat (2) KUHP).
50

 

c) Pidana Kurungan 

Pidana kurungan adalah jenis pidana pokok yang 

berupa perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk 

pidana badan kedua. Pidana ini juga harus dijalani 

dirumah tahanan negara, tetapi umumnya dipisahkan 

dari orang yang terpidana karena suatu kejahatan. Jenis 
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pidana ini lebih ringan ketimbang pidana penjara dan 

lebih berat ketimbang pidana denda, lamanya pidana 

kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun 

atau maksimal satu tahun empat bulan. 

d) Pidana Denda 

Pidana denda merupakan jenis pidana yang paling 

tua, lebih tua dari pada pidana penjara mungkin setua 

pidana mati. Pidana denda adalah jenis pidana yang 

mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang 

berdasarkan putusan hakim pengadilan kepada negara. 

Walaupun hanya membayar sejumlah uang bukan 

berarti jenis pidana denda ini tidak berarti, hal ini dapat 

dijelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dapat 

dipenuhi oleh terpidana, maka ia di wajibkan menjalani 

pidana lainnya sebagai alternatif pengganti, yakni 

pidana penjara atau pidana kurungan.
51

 

2) Pidana Tambahan 

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan 

bersama-sama dengan hukuman pokok, penjatuhan 

hukuman tambahan ini biasanya bersifat fakultatif, hakim 

tidak diharuskan mejatuhkan hukuman tambahan. 
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a) Pencabutan hak-hak tertentu 

 Dari rumusan jenis pidana tambahan ini, sudah 

dapat dipastikan bahwa tidak semua hak dapat dicabut, 

sebab pencabutan semua hak akan bertentangan dengan 

KUH perdata, khususnya pasal 3 yang mengatakan 

“tiada pidana yang dapat mengakibatkan kematian 

perdata atau kehilangan semua hak-haki sipil”. 

 Menurut Van Schravendijk, hukuman tambahan 

pencabutan hak-hak tertentu itu “sebetulnya lebih baik 

bersifat “tindakan” dari pada hukuman sebab 

maksudnya terutama ialah : supaya siterhukum tidak 

dapat mengulangkan delik yang dilakukannya olehnya. 

Kerap kali hukuman ini tidak juga dirasai oleh si 

terhukum sebagai suatu “kesengsaraan”, kadang-

kadang sebaliknya, umpamanya jika dicabut hak si 

terhukum untuk “masuk pada kekuasaan bersenjata”.
52

 

 Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi : 

1) Hak sibersalah, yang boleh dicabut dalam putusan 

hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab 

undang-undang ini atau dalam undang-undang 

umum yang lain, ialah : 

2) Menjabat sebagai jabatan atau jabatan tertentu; 
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3) Masuk balai tentara; 

4) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang 

dilakukan karena undang-undang umum; 

5) Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas 

atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang 

lain yang bukan anaknya sendiri; 

6) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas 

anaknya sendiri; 

7) Melakukan pekerjaan tertentu.
53

 

b) Perampasan barang-barang tertentu 

 Karena putusan suatu perkara mengenai diri 

terpidana maka barang yang dirampas itu adalah barang 

hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang 

digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini 

diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai 

berikut : 

1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya 

dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah 

dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh 

dirampas. 

2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan 

kejahatan tidak dengan sengaja atau karena 
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melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan 

perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. 

3) Hukuman perampasan ini dapat juga dijatuhkan atas 

orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan 

kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang 

telah disita. 

c) Pengumuman putusan hakim 

 Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk 

mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar 

dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati 

terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim 

dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang 

semuanya atas biaya si terhukum, jadi cara-cara 

menjalankan “pengumuman putusan hakim dimuat dalam 

putusan” (pasal 43 KUHP).
54

 

B. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Tindak Pidana (Jarǭmah) 

a. Pengertian  Jarǭmah 

 Tindak pidana dalam hukum Islam di sebut jarīmah. Dalam 

hukum Islam jarīmah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh Allah SWT dengan hukuman ḥudūddan ta¬zi>r. 
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Jarīmah sangat erat kaitannya dengan Jinayāh (hukum pidana). 

Jinayāh dan jarīmah memiliki arti yang sama, kata Jinayāh adalah 

bentuk masdar dari kata jana yang berarti suatu hasil perbuatan  

buruk yang dilakukan seseorang.
55

 

 Di dalam definisi ini Wahbah Al-Zuhaili secara tegas 

menyatakan al-Jinayāh au al-Jarīmahia menggunakan kata 

penghubung atau oleh sebab itu jelas bahwa ia menganggap sama 

antara Jinayāh dan Jarīmah. 

 Selain itu Al-Zuhaili, Abdullah Al-Bustani juga 

menganggap sama antara Jinayāh dan jarīmah dalam kamus nya ia 

menjelaskan jarīmah adalah dosa dan jinayāh. 

 Dengan demikian menurut Wahbah Al-Zuhaili dan 

Abdullah Al-Bustani antara Jinayāh dan jarīmah mempunyai arti 

yang sama.Kalau Al-Zuhaili dan Al-Bustani secara tegas 

menganggap sama antara istilah Jinayāh dan jarīmah, Selanjutnya 

diantara tokoh yang memberikan definisi jarīmah adalah  

Muhammad Abu Zahrah menurutnya jarīmahyaitu “melakukan 

perbuatan yang dilarang Allah, membangkang perintah Allah atau 

dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah yang 

ditetaapkan dalam hukum syarā‟ yang mulia.”Pengertian 

jarīmahseperti ini menurut Abu Zahrah, sama artinya dengan 

definisi jarīmah menurut fuqaha, yaitu “melakukan perbuatan yang 
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diharamkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan 

melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan 

dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan tidak melakukan‟.  

 Menurut Al-Mu‟jam Al-Wasith 

mendefinisikanjarīmahsecara umum dengan “setiap tindakan 

melakukan atau tidak melakukan yang diancam pidana oleh 

undang-undang, baik tindakan itu berupa pembangkangan, pidana 

ringan, ataujinayāhsecara khusus jarīmahmemang berartiJinayāh”. 

 Definisi jarīmah pada bagian terakhir secara tegas 

dikatakan bahwa dalam arti khusus jarīmahberarti Jinayāh. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada dasarnya makna antara jarīmah dan 

Jinayāh apabila dikolerasikan, jarīmah bersifat lebih umum, 

sedangkan jinayāh bersifat lebih khusus karena hanya mengenai 

tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan terhadap 

harta.
56

 

b. Unsur-Unsur Jarǭmah  

 Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarīmah jika 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang 

menunjukkan nya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan 

prinsip yang menyatakan bahwa jarīmah tidak terjadi sebelum 
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dinyatakan dalam nash. Alasan harus adanya unsur ini antara 

lain firman Allah dalam Qs Al-Isra [17]:15 

هَ   وَلََ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ  َ  يَضِلُّ عَلَ  ْ َ  يَ هْتَدِي لنَِ ْ سِهِ  وَمَنْ ضَلَّ فإَِنََّّ مَنِ اهْتَدَىى فإَِنََّّ

َ َ  رَُ ولًَ  بَِ  اَ َّى نَ   ْ   ُْ رَىى  وَمَ  ُ نَّ  مَُ  ِّ

Artinya : Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 

(Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk 

(keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat 

maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya 

sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 

orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami 

mengutus seorang rasul (Qs.Al-isra [17]:15).
57

   

  

 Yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa 

hamba-nya sebelum mengutus utusan-nya. Ajaran ini berisi 

ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka 

yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk menilai bahwa 

seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah, harus 

terlebih dulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang 

dituangkan dalam nas. 

2) Unsur material, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang 

benar-benar telah  dilakukan. Hadis Nabi riwayat Bukhari 

Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah 

melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas 

sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak 

mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata. 
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3) Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarīmah. 

Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya 

dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiyar 

(berkebebasan berbuat). Dengan kata lain unsur moral ini 

berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya di 

bebankan atas orang mukallāf dalam keadaan bebas dari unsur 

keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.
58

 

c. Macam-Macam Jarǭmah 

 Pembagian jarīmah pada dasarnya tergantung dari berbagai 

sisi, jarīmah dapat ditinjau dari sisi berat ringan nya sanksi hukum, 

dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi 

korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya 

yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta 

ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan hadis atas dasar ini, 

jarīmah dibagi menjadi tiga macam yaitu jarīmahḥudūd, 

jarīmahqiṣāṣ dan jarīmahta¬zi>r.
59

 

1) JarīmahHudūd 

Kata ḥudūd merupakan kata jamak (plural) dari kata 

hadd yang berarti batas. Secara etimologis ḥudūdberarti 

larangan. Adapun secara terminologis, ḥudūd adalah hukuman 

yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah didalam Al-Quran 
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atau Hadis. Hukuman ḥudūdini adalah hak Allah, yang tidak 

boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah. 

Hukuman ḥudūd tidak boleh dimaafkan oleh siapa pun, mereka 

yang melanggar aturan-aturan hukum Allah yang telah 

ditentukan dan ditetapkan Allah/Rasul-Nya yang disebutkan 

dalam Al-Quran/hadis adalah termasuk dalam dalam golongan 

orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah SWT:.
60

 

 وَمَنْ يَ تَ َ دَّ اُدُووَ اللَّهِ فَُ ولىَِ َ  هُُ  اللَّ لُِ ونَ 

Artinya : Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah 

mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS.Al-Baqarah 

[2]:229).
61

 

  

Yang termasuk dalam Jarīmah Hudūdyaitu : 

a) Zina  

Yaitu kejahatan yang sangat buruk diantara kejahatan 

menodai kehormatan.  Sanksi kejahatan ini yaitu didera, 

bahwa sanksi ini wajib atas pelaku zina jika ia bukan 

muhsan. Adapun jika ia muhsan maka sanksinya adalah 

rajam hingga mati.  

b) Qażaf(Menuduh Zina) 

Qażaf menurut syara‟ adalah tuduhan zina, atau 

menisbatkan seseorang kepada zina dengan syarat-syarat 
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tertentu. Qażaf  diharamkan berdasarkan nash Al-Quran dan 

mewajibkan hukuman hadd yaitu delapan puluh kali dera. 

jika mencukupi syarat-syarat kejahatan. 

c) Minum-Minuman Keras (Khamar) 

Minum khamer dalam pandangan syariat Islam 

merupakan kejahatan karena ia merusak akal dan karena 

akibat yang ditimbulkannya berupa penghamburan harta 

dan tindak kejahatan, sanksi kejahatan ini didasarkan pada 

Sunnah yaitu dera empat puluh kali dan boleh ditambah 

hingga delapan puluh kali dengan menganggap tambahan 

ini sebagai hukuman ta¬zi>ryang boleh dilakukan oleh imam. 

d) Pencurian 

Pencurian menurut istilah syari‟at adalah mengambil 

harta orang lain dengan cara aniaya tanpa ada takwil dan 

syubhat. Pencurian diharamkan berdasarkan nash, dan 

sanksinya adalah potong tangan jika mencukupi syarat-

syarat kejahatan. 

e) Perampokan 

Kejahatan ini termasuk kejahatan yang berbahaya 

karena merupakan kejahatan secara terang-terangan, 

menimbulkan rasa takut pada masyarakat, merampas harta 

dan menggangu keamanan negara. Sanksi ini adalah potong 
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tangannya atau disalib jika ia membunuh dan merampas 

harta dan disingkirkan dari kediaman jika ia hanya 

menakut-nakuti jalanan saja, tidak membunuh juga tidak 

merampas harta sedangkan maksud dari pengasingan dari 

kediaman adalah memenjarakan pelaku kriminal diselain 

negerinya. 

f) Murtad 

Murtad dari segi bahasa berarti kembali secara mutlak 

dan menurut syari‟at adalah keluar dari agama Islam. 

Kemurtadan adakalanya berupa ucapan, seperti 

mengucapkan kalimat kufur secara sukarela. Kemurtadan 

juga dapat berupa tindakan seperti melakukan tindakan 

yang menyepelekan agama, misalnya shalat tanpa wudhu 

dengan sengaja dan melemparkan Al-Quran ke tempat 

kotoran dengan sengaja. 

Hukum orang murtad diberi waktu selama tiga hari dan 

diajak masuk Islam agar mau kembali dari kemurtadannya. 

Jika menolak maka ia dibunuh.Sanksi orang murtad adalah 

dibunuh jika ia bersikeras pada kemurtadannya. 

 

 

g) Pemberontakan 
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Jarīmah ini ancaman hukumannya adalah diperangi 

kembali
62

 

2) Jarīmah Qiṣāṣ 

Secara bahasa qiṣāṣ berasal dari kata qāshshā-

yāqushshu-qishāshān yang berarti mengikuti dan menulusuri 

jejak kaki. Makna qiṣāṣ secara bahasa ini ada kaitan nya 

dengan kata kisah. Qiṣāṣberarti menelusuri jejak kaki manusia 

atau hewan, dimana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti 

memiliki kesamaan bentuk. 

Arti qiṣāṣ secara terminologi antara lain 

dikemukakakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah 

tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan 

yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.  

Dalam Al-Mujam Al Wasith qiṣāṣ diartikan dengan 

menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama 

persis dengan tindak pidana yang dilakukan nyawa dengan 

nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. 

Artinya nyawa pelaku pembunuh bisa dihilangkan karena 

pelaku pernah menghilagkan nyawa korban atau pelaku 

penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya 

korban, dengan demikian qiṣāṣ adalah hukuman pembalasan 

                                                           
62

 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’at, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 

hlm.515. 

 



53 
 

 
 

yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak 

pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.
63

 

3) Jarīmah Ta¬zi>r    

Jarīmahta¬zi>radalah perbuatan pidana yang bentuk dan 

ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) 

sebagai pelajaran kepadanya.Jenis hukuman yang termasuk 

ta¬zi>r antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, 

ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis 

hukuman lainnya yang dipandang sesuai dengan pelanggaran 

dari pelakunya.
64

 

2. Tindak Pidana Jarimah Zina dan Hukumannya 

a. Pengertian Zina 

Para ulama memberikan definisi zina ini berbeda 

redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. 

1) Pendapat Malikiyah  

  Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah 

memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan 

oleh orang mukallāf terhadap fajri manusia (wanita) yang 

bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. 

2) Pendapat Hanafiyah 

  Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam 

qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam 
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keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang 

dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, 

dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat 

dalam miliknya. 

3) Pendapat Syafi‟iyah 

  Syafi‟iyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah 

memberikan definisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam 

farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan 

menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. 

4) Pendapat Hanabilah 

  Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik 

terhadap qubul (farji) maupun dubur.
65

 

5) Pendapat Zahiriyah 

  Zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, 

padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang 

diharamkan. 

6) Pendapat Zaidiyah  

 Zina adalah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan 

orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun 

dubur tanpa ada syubhat.
66

 

Apabila kita perhatikan maka definisi tersebut berbeda 

dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya 
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sama yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara 

seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah, hanya kelompok 

hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, 

yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang 

dilakukan terhadap qubul (farji) atau dubur dengan demikian, 

hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan 

kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan 

hukuman had.
67

 

7) Para Imam Mazhab sepakat berpendapat bahwa zina adalah 

perbuatan keji yang besar dan dikenakan had bagi pelakunya.
68

 

b. Pengertian Hukuman  

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut „uqubah’ yaitu 

bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar 

ketentuan syara‟ yang di tetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk 

kemaslahatan manusia. 

Menurut Abd al-Qadir Awdah hukuman adalah suatu 

penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatanya 

melanggar aturan. 

Para Fuqaha mendefinisikan uqubat/hukuman sebagai 

balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas 

                                                           
67

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam...., hlm. 8. 
68

Abdul Qadir Audah, Enskiklopedi Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Charisma Ilmu, 

2007), hlm.18. 



56 
 

 
 

dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan 

atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.
69

 

 Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi 

beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun khusus, 

ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam islam dianggap 

sebagai tindakan ihktiyat, bahkan hakim dalam Islam harus 

meneggakkan dua prinsip: 

1) Hindari hukuman hadd dalam perkara yang mengandung 

hukum subhat 

2) Seseorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan 

daripada salah menjatuhkan hukuman.
70

 

c. Tujuan Hukuman 

  Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jari>mah 

menurut Islam adalah Pencegahan (ar-radu waz zahra), perbaikan 

dan pengajaran (al-ishlah wat tahdzib). Dengan tujuan tersebut 

pelaku jari>mah diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu: 

1) Pencegahan 

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jari>mah agar 

ia tidak mengulangi perbuatan jari>mahnya atau ia tidak akan 

terus menerus melakukan jari>mah tersebut. Pencegahan juga 

mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia 
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tidak ikut melakukan jari>mah. Sebab dengan begitu ia bisa 

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku 

juga akan dikenakan terhadp orang lain yang juga melakukan 

perbuatan yang sama. 

2) Perbaikan dan Pengajaran 

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik 

pelaku jari>mah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari 

kesalahnnya.
71

 

d. Bentuk-bentuk HukumanMenurut Hukum Pidana Islam 

Hukuman dibagi beberapa macam sesuai dengan tindak 

pidananya. 

1) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nash 

nya dalam Al-Quran dan al-Hadis, maka hukumannya dibagi 

menjadi dua: 

a) Hukuman yang ada nash nya yaitu  hukuman ḥudūd, 

qiṣāṣ,diyat dan kafarah, misalnya hukuman bagi pezina, 

pencurian, perampokan, pemberontakan, pembunuhan dan 

orang yang mendzihar istrinya. 

b) Hukuman yang tidak ada nash nya, hukuman ini disebut 

dengan hukuman ta¬zi>r, seperti percobaan melakukan 

                                                           
71

 Ahmad WardiMuslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika,2004), hlm.140. 



58 
 

 
 

tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan 

melanggar aturan lalu lintas. 

2) Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman  dengan 

hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat: 

a) Hukuman pokok (al-uqubat al badaliyah) yaitu hukuman 

yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi 

pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina 

ghairu muhsan. 

b) Hukuman pengganti (al-uqubat al badaliyah) yaitu 

hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila 

hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu 

alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh 

yang sengaja yang di maafkan qiṣāṣoleh keluarga korban 

atau hukuman  ta¬zi>r apabila karena suatu alasan hukum 

pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan 

c) Hukuman tambahan (al-uqubat al taba’iyah) yaitu 

hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar 

mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang 

pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh. 

d) Hukuman pelengkap (al-uqubah al takmiliyyah) yaitu 

hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap 

hukuman yang telah dijatuhkan seperti menggalungkan 

tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya, hukuman 



59 
 

 
 

ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri 

seadangkan hukuman pengganti tidak memerlukan 

keputusan hakim tersendiri.
72

 

3) Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutus 

perkara yaitu : 

a) Hukuman yang bersifat terbatas yaitu ketentuan pidana 

yang ditetapkan secara psti oleh nas artinya tidak ada batas 

tertinggi dan terendah, contohnya hukuman dera bagi 

pezina 100 kali atau hukuman dera bagi penuduh zina 80 

kali. 

b) Hukuman yang memiliki alternative yang dipilih. 

4) Hukuman bagi segi objeknya hal ini dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu: 

a) Hukuman jasmani seperti potong tangan, rajam, jilid. 

b) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan 

teguran. 

c) Hukuman denda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.
73

 

5) Jarīmah dapat berbeda, menurut perbedaan cara meninjaunya: 

a) Dilihat dari segi berat ringan nya hukuman, jarīmah dibagi 

menjadi tiga yaitu jarīmahḥudūd,  jarīmahqiṣāṣ diyat dan 

jarīmahta¬zi>r.  
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b) Dilihat dari segi si pembuat, jarīmah dibagi menjadi dua 

yaitu jarīmah sengaja dan jarīmah tidak sengaja. 

c) Dilihat dari segi cara mengerjakannya, jarīmah dibagi 

menjadi jarīmahpositif dan jarīmahnegatif. 

d) Dilihat dari orang yang menjadi korban (yang terkena) 

akibat perbuatan, jarīmahdibagi menjadi 

jarīmahperseorangan dan jarīmah kelompok (masyarakat). 

e) Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarīmah dibagi 

menjadi jarīmah biasa dan jarīmah politik.
74

 

e. Hukuman Perzinahan 

Dalam hukum pidana Islam ada dua kategori zina yaitu: 

1) Zina Muḥṣan 

Zina Muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh seorang 

suami, istri, duda atau janda jadi zina muḥṣanini dilakukan 

oleh orang yang masih dalam status pernikahan atau yang 

pernah menikah secara sah,  zina dalam kategori inilah yang 

selama ini sudah masuk dalam pasal 284 KUHP dan terbatas 

pada delik aduan artinya kalau perbuatan zina ini terjadi, tetapi 

tidak ada pihak yang mengadukan, perzinaan itu tidak bisa 

diproses secara hukum karena tidak ada aduan dari pihak yang 

merasa dirugikan.  
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2) Zina Ghairu Muḥṣan 

Zina Ghairu Muḥṣanadalah zina yang pelakunya masih 

berstatus perjaka atau gadis artinya keduanya belum pernah 

menikah secara sah  dan tidak sedang berada dalam ikatan 

pernikahan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya 

dilandasi suka sama suka.
75

 

Jenis hukuman nya pun berlainan. Hukuman bagi pelaku 

yaitu: 

a)  Pelaku ZinaMuḥṣanhukuman rajam yaitu membunuh orang 

yang berzina dengan cara melemparinya dengan batu dan 

yang sejenis batu. 

b) Dera atau Cambuk 100 kali adalah hukuman kedua bagi 

pezina muḥṣan. 

dalam pelaksanaan hukuman rajam dan cambuk ini 

hendaknya disaksikan oleh banyak orang agar menjadi pelajaran 

bagi mereka.
76

 

Dasar untuk hukuman rajam yang berupa sunnah qauliyah 

dan fi’liyah sebagai berikut:.
77
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  Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasullulah SAW, 

telah bersabda: 

ُ ُ وْا عَنِِّّ ُ ُ وْا عَنِِّّ قَدْ جََ لَ اللهُ لََنَُّ َ ِ ْ  ً الَِْ كْرُ بِ لِْ كْرِ جَلْدُ مِ ئٍَ  وَنَ ْ يُ 

 َ نٍَ  وَالل َّ ُِّ  بِ لل َّ ِِّ  جَلْدُ مِ ئٍَ  وَالرَّجْ ُ 

Artinya:“ambillah dari dariku, ambillah dari diriku, 

sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka 

(pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali 

dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan hukuman dera 

seratus kali dan rajam” (HR Muslim).
78

 

Rasullulah SAW menyatakan bahwa sanksi bagi pezina 

muḥṣan adalah hukuman jilid dan rajam. Ali ra menjilid pezina 

muḥṣan merajamnya. Dan Jabir bin Samrah bahwa Rasullulah 

SAW merajam Ma‟iz bin Malik dan tidak disebutkan sanksi jilid 

nya.
79

 

1) Pelaku Zina Ghairu Muḥṣan 

a) dicambuk atau didera sebanyak seratus kali dan  

b) diasingkan selama satu tahun, tentang pengasingan ini 

untuk konteks saat ini bisa berupa hukuman penjara.
80

 

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut: 

هَُ   مِ ئََ  جَلْدَةٍ    لزَّانَِ ُ  وَالزَّانِ فَ جْلِدُوا ُ لَّ وَااِدٍ مِن ْ
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وَلََ تَْ ُ ْ ُ ْ  بَِِِ   رَ فٌَْ  فِ وِينِ اللَّهِ ِ نْ ُ نْتُْ  تُ ؤْمِنُونَ بِ للَّهِ وَالْ َ وْم وَلَْ ْ هَدْ 

 عََ ابَ هَُ    َ ئَِ ٌ  مِنَ الُْ ؤْمِنِ َ 

 Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah 

masing-masing dari keduanya seratus kali.(QS.An-Nur [24] 

: 2).
81

 

 

Ayat inilah yang secara eksplisit menyebut adanya sanksi 

cambuk bagi pelaku jari>mah zina ghairu muḥṣan. 

Untuk menetapkan bahwa perbuatan zina benar-benar 

telah terjadi dapat digunakan dua macam alat bukti, yaitu: 

a) persaksian empat orang laki-laki yang adil, yang dengan 

mata kepala sendiri benar-benar menyaksikan terjadinya 

perzinaan, diibaratkan seperti orang yang melihat dengan 

mata kepala sebuah timba masuk sumur atau tangkai celak 

masuk tempat celak.  

b) Pengakuan langsung dari pelakunya semdiri sebagaimana 

telah terjadi pada masa Nabi. Pengakuan inipun harus 

benar-benar dapat menyakinkan kebenarannya.
82
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 

56/Pid.B/2018/PN Krg TENTANG SANKSI BAGI PELAKU TINDAK 

PIDANA PERZINAHAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Karanganyar 

1. Sejarah Pengadilan Negeri Karanganyar 

Pada zaman Belanda, pemerintahan Karanganyar ikut Surakarta. 

Pada zaman Republik Indonesia setelah terbentuk kabupaten, 

pengadilannya masih ikut yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta. 

Setelah Pengadilan Negeri Karanganyar terbentuk dan personilnya 

sudah terisi, baru pada tahun 1966 secara nyata memisahkan diri dari 

Pengadilan Negeri Surakarta. Pada mulanya aktivitas Pengadilan 

Negeri Karanganyar sudah dilakukan di sebelah rumah dinas Bupati 

Karanganyar. Kemudian sekitar tahun 1970 membangun gedung baru 

di Jalan Lawu Barat Nomor 76B, Karanganyar. Pada tanggal 1 Mei 

1982 gedung Pengadilan Negeri Karanganyar direhabilitasi untuk 

pertama kalinya dan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah yang waktu itu dijabat oleh Bapak Moh. Yahya Adiwimarta, 

SH. Setelah itu aktivitas Pengadilan Negeri Karanganyar mulai 

dijalankan di tempat tersebut hingga saat ini.
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2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Karanganyar 

a. Visi  

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Karanganyar yang agung” 

b. Misi 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Karanganyar 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

pencari keadilan 

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri 

Karanganyar 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan 

Negeri Karanganyar.
84

 

 

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Karnganyar Nomor 

56/Pid.B/2018/PN Krg. 

1. Dakwaan 

Bahwa ia terdakwa Ike Listyanna bin Suwarso pada hari dan 

tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti pada waktu 

siang hari pada bulan agustus 2015, bertempat dipenginapan Sumber 

Wening Tawangamangu Kabupaten Karanganyar, seorang wanita yang 

telah kawin yang melakukan gendak (overpsel) perbuatan dilakukan 

terdakwa dengan cara sebagai berikut:.
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Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula dari 

tahun 2011 terdakwa mengenal saksi Roni Dwi Haryanto bin Sugianto 

yang merupakan rekan kerja dalam PT Sari Warna Asli Sroyo yang 

berada di Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2015 terdakwa dan saksi 

Roni menjalin hubungan dan saling suka, bahwa sekira pada bulan 

agustus 2018 pada waktu siang hari terdakwa dan saksi Roni jalan-jalan 

ke Tawangmangu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, 

kemudian saksi Roni mengajak terdakwa untuk masuk di penginapan 

yang berada di Tawangmangu, setelah itu saksi roni memesan kamar 

lalu terdakwa dan saksi roni masuk kedalam kamar dengan keadaan 

pintu tertutup dan terkunci, didalam kamar terdakwa dan saksi Roni 

ngobrol kemudian saksi Roni mengajak terdakwa foto selfie dan 

membuat video, dan setelah itu terdakwa dan saksi Roni melakukan 

hubungan seperti layak nya suami istri bahwa adegan hubungan intim 

terdakwa dan saksi Roni tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk 

V-GEN 16GB.
86

 

Bahwa pada saat hari minggu tanggal 8 oktober 2017 saksi 

Ilham Nugroho bin Sadiyo menemukan kartu MMC tersebut di teras 

rumah saksi Ilham dan dibuka oleh saksi Ilham dan saksi Ilham 

menemukan 2 (dua) format video yang berisikan adegan hubungan 
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intim antara terdakwa dan saksi Roni, kemudian saksi Ilham 

melaporkan perbuatan tersebut ke polres karanganyar.
87

 

Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap  : Ike Listyanna Binti Suwarso 

Tempat Lahir  : Karanganyar 

Umur/Tangal Lahir : 24 tahun/11 November 1992 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat Tinggal  : Dk.Beji Kulon Rt.01 Rw.11 Kel.Kemiri   

     Kec.Kebakkrama Kab.Karanganyar 

Agama   : Islam 

Pekerjaan   : Karyawan Swasta 

2. Pembuktian dalam Persidangan 

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penuntut umum telah 

menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah 

sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

a. Saksi Ilham Nugroho bin Sadiyo dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berkut: 

1) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga 

dengan terdakwa Ike yaitu istri saksi, namun sekarang sudah 

bercerai dan tidak ada hubungan keluarga dengan Roni; 
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2) Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 9 juni 2012 

dan telah mempunyai 1 (satu) anak; 

3) Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan istri saksi dengan 

Roni; 

4) Bahwa awalnya saksi pada hari minggu tanggal 8 (delapan) oktober 

2017 menemukan kartu MMC milik istri yaitu terdakwa Ike; 

5) Bahwa saksi menemukan kartu MMC diteras rumah saksi, dan 

dibuka oleh saksi ternyata di dalam kartu MMC tersebut terdapat 2 

(dua) video porno antara terdakwa Roni dan terdakwa Ike; 

6) Bahwa dalam kartu MMC tersebut saksi melihat video terdakwa 

Roni dan terdakwa Ike melakukan hubungan suami istri; 

7) Bahwa sebelumnya saksi mendengar dari teman-teman kantor 

kurang lebih 2 (dua) tahun terdakwa Ike dan terdakwa Roni 

menjalin hubungan sebagai pacar, namun saksi tidak percaya 

karena saksi tidak mempunyai bukti perselingkuhan tersebut; 

8) Bahwa pada awal bulan febuari 2017 saksi mengetahui di 

mesengger di facebook milik terdakwa Ike, bahwa di dalam 

mesengger tersebut terdapat kata-kata mesra seperti orang pacaran 

dari terdakwa Roni; 

9) Bahwa setelah mengetahui istri saksi selingkuh saksi dan istri 

sempat didamaikan oleh keluarga dan sampai melakukan 

perdamaian sebanyak 2 (dua) kali; 
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10) Bahwa saksi setelah mengetahui perbuatan istri saksi dengan Roni, 

sempat harmonis kembali namun istri saksi tetap mengulangi 

perbuatannya kembali tetap berhubungan dengan Roni; 

11) Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) video didalam kartu MMC 

tersebut, muka identik dengan istri saksi dan Roni; 

12) Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, saksi mengembalikan 

istrinya kepada  orang tua nya dan melaporkan kejadian tersebut 

kepihak kepolisian; 

13) Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak 

keberatan dan membenarkannya. 

b. Saksi Aris Wibowo bin Sukidi dibawah sumpah pada pokonya 

menerangkan sebagai berikut: 

1) Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan 

dengan terdakwa Ike yaitu saudara saksi dan tidak ada hubungan 

dengan keluarga Roni; 

2) Bahwa saksi mengetahui saksi Ilham menikah dengan terdakwa 

Ike pada tanggal 9 juni 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) 

orang anak; 

3) Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan terdakwa Ike 

dengan terdakwa Roni awal bulan febuari 2017; 

4) Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa Ike selingkuh dengan 

terdakwa Roni mengulangi perselingkuhan lagi; 
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5) Bahwa pada hari minggu tanggal 8 (delapan) oktober 2017 saksi 

Ilham menemukan kartu MMC milik istri terdakwa Ike dan 

diperlihatkan kepada saksi ada 2(dua) video; 

6) Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) video porno antara 

terdakwa Roni dan terdakwa Ike; 

7) Bahwa dalam kartu MMC tersebut saksi melihat video terdakwa 

Roni dan terdakwa Ike melakukan hubungan suami istri;  

8) Bahwa sebelumnya saksi mendengar dari teman-teman kantor 

kurang lebih 2 (dua) tahun terdakwa Ike dan terdakwa Roni 

menjalin hubungan sebagai pacar, namun saksi tidak percaya 

karena saksi tidak mempunyai bukti perselingkuhan tersebut; 

9) Bahwa setelah mengetahui terdakwa Ike dan terdakwa Roni 

selingkuh, saksi beserta keluarga terdakwa Roni sempat 

didamaikan oleh keluarga dan sampai melakukan perdamaian 

sebanyak 2 (dua) kali; 

10) Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat 

tidak keberatan dan membenarkannya. 

c. Saksi Tumiyatidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut: 

1) Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan 

keluarga dengan terdakwa Ike yaitu anak menantu saksi dan tidak 

ada hubungan keluarga dengan Roni; 
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2) Bahwa saksi mengetahui saksi Ilham  menikah dengan terdakwa 

Ike pada tanggal 9 juni 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) orang 

anak; 

3) Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan terdakwa Ike 

dengan terdakwa Roni; 

4)  Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa Ike selingkuh dengan 

terdakwa Roni awal tahun 2017; 

5) Bahwa saksi mengetahui cerita dari saksi Ilham dan beberapa 

bulan setelah ketahuan selingkuh, terdakwa Ike dan terdakwa 

Roni mengulangi perelingkuhan lagi; 

6) Bahwa setelah perselingkuhan antara terdakwa Ike dan terdakwa 

Roni dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, saksi Ilham 

dan terdakwa Ike sempat rukun kembali; 

7) Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) video porno antara terdakwa 

Roni dan terdakwa Ike; 

8) Bahwa saksi Ilham pernah memperlihatkan kartu MMC tersebut, 

saksi melihat video terdakwa Roni dan terdakwa Ike melakukan 

hubungan suami istri; 

9) Bahwa wajah terdakwa identik di dalam video tersebut; 

10) Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat tidak 

keberatan dan membenarkannya; 

d. Saksi Nasiri bin Muhammad Danuri dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangan sebagai berikut: 
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1) Bahwa saksi mengenal para terdakwa yaitu karyawan di 

perusahaan saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga 

dengan terdakwa Ike dan terdakwa Roni; 

2) Bahwa saksi merupakan kabag personalia PT SARI WARNA 

UNIT III, terdakwa Ike dan terdakwa Roni masing-masing sudah 

mempunyai keluarga atau sudah menikah; 

3) Bahwa saksi menerangkan terdakwa Ike dan terdakwa Roni setiap  

hari bertemu karena terdakwa Roni merupakan mekanik dan 

terdakwa Ike sebagai operator; 

4) Bahwa awalnya bulan maret 2017 saksi Ilham datang ke 

perusahaan mengadu kepada saksi bahwa terdakwa Ike dan 

terdakwa Roni selingkuh, lalu saksi memanggil terdakwa Roni 

dan terdakwa Ike dan setelah diklarifikasi memang benar para 

terdakwa pernah saling suka, atas dasar tersebut saksi 

memberikan peringatan tertulis kepada terdakwa Roni jika 

mengulangi perbuatannya kembali terdakwa Roni bersedia keluar 

dari perusahaan; 

5) Bahwa pada tanggal 9 oktober 2017 saksi Ilham datang ke 

perusahaan kembali dan mengadu kepada saksi, bahwa terdakwa 

Ike dan terdakwa Roni mengulangi perbuatannya kembali dengan 

memperlihatkan video yang berisikan adegan tidak pantas yang 

melibatka terdakwa Roni dan terdakwa Ike; 
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6) Bahwa atas laporan tersebut saksi memanggil terdakwa Ike dan 

terdakwa Roni, akan tetapi selang beberapa hari terdakwa Ike dan 

terdakwa Roni mengundurkan diri dari perusahaan; 

7) Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak 

keberatan dan membenarkannya. 

e. Saksi Roni Dwi Haryantobin Sugiantodibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

1)  Bahwa saksi mengenal terdakwa Ike sebagai teman kerja di 

perusahaaan dan tidak ada hubungan keluarga; 

2) Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2011 pada saat itu 

saksi masih bekerja di perusahaan PT.SARI WARNA 

Karanganyar; 

3) Bahwa saksi dan terdakwa kenal akrab satu kantor di tempat kerja 

dan hanya sebagai teman; 

4) Bahwa awal tahun 2015, saksi dan terdakwa sering komunikasi 

melalui handphone; 

5) Bahwa saksi sering curhat kepada terdakwa mengenai 

permasalahan keluarga dan masalah belum diberi keturunann; 

6) Bahwa saksi sudah menikah dengan Meliani Era Pprastyanuari 

pada tanggal 26 Mei 2013 berdasarkan kutipan akta nikah Kantor 

Urusan Agama Kec. Jaten Kab. Karanganyar dan belum 

mempunyai anak; 
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7) Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menikah dengan 

Ilham Nugroho pada tahun 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) 

orang anak; 

8) Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 saksi curhat 

kembali kepada terdakwa dan saat itu sedang bertengkar dengan 

suami terdakwa yaitu saksi Ilham; 

9) Bahwa setelah itu saksi mengajak jalan-jalan menggunakan 

sepeda motor menuju arah Tawangmangu, saat perjalanan hujan 

turun lalu saksi mengajak terdakwa untuk masuk losmen sumber 

wening di Tawangmangu; 

10) Bahwa saksi dan terdakwa kemudian masuk kamar dengan pintu 

tertutup dan dikunci, awalnya saksi dan terdakwa ngobrol 

kemudian saksi mengajak terdakwa Ike untuk sewa foto/ foto 

selfie dan membuat video, dan setelah itu terdakwa Ike dan saksi 

melakukan hubungan seperti layak nya suami istri; 

11) Bahwa adegan hubungan intim saks dan terdakwa Ike tersebut 

disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB; 

12) Bahwa saksi dan terdakwa Ike melakukan hubungan intim 

sebanyak 1 (satu) kali; 

13) Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak 

keberatan dan membenarkannya.
88

 

 

                                                           
88

Ibid. 



75 
 

 
 

3. Barang Bukti yang di Ajukan di Persidangan 

a. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sprei berwarna putih 

dengan motif bunga warna pink. 

b. 1 (satu) buah MMC merk V-GEN 16 GB.
89

 

4. Pertimbangan Hakim 

a. Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak 

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban 

pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 

terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; 

b. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab 

maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 

c. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut 

pendapat Maelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka 

terdakwa tidak ditahan; 

d. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan 

dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  

e. Menimbang,  bahwa barang bukti berupa; 

1) 1 (satu) buah sprei berwarna putih dengan motif bunga warna pink. 

2) 1 (satu) buah MMC merk V-GEN 16 GB. 

Oleh karena sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka di barang 

bukti tersebut dimusnahkan; 
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f. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan terdakwa; 

Keadaan yang memberatkan 

1) Perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama dan norma 

kesusilaan; 

2) Perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangga saksi Ilham 

Nugroho Bin Sadiyo; 

Keadaan yang meringankan 

1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 

2) Terdakwa belum pernah dihukum; 

3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi 

lagi perbuatannya; 

4) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka 

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 

5. Putusan Hakim 

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan 

undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
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M E N G A D I L I 

Menyatakan terdakwa Ike Listyanna Binti Suwarso tersebut diatas 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukn tindak pidana 

ñPERZINAHANò; 

a. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 3 (tiga) bulan; 

b. Menetapkan barang bukti berupa:  

1) 1 (satu) buah sprei berwarna putih dengan motif bunga warna 

pink. 

2) 1 (satu) buah MMC merk V-GEN 16 GB. 

dimusnahkan 

c. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 

Rp.1.000,- (seribu rupiah).
90
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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NO.56/Pid.B/2018/PN 

Krg TENTANG SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA 

PERZINAHAN 

 

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Karanganyar No.56/Pid.B/2018/PN Krg. Tentang 

Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan 

Norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin 

kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu 

perbuatan hukum serta cermin rasa keadilan mereka. Oleh sebab itu setiap 

hakim yang mengadili perkara senantiasa dituntut untuk menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat yang sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang 

nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Diakui menjatuhkan 

putusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak tidak mudah diwujudkan 

karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda namun 

yang harus selalu disadari oleh seorang hakim adalah senantiasa berupaya 

menjatuhkan putusan yang seadil-adil mungkin berdasarkan rasa keadilan.
91
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Bahwa hakim dalam pengambilan keputusan didasarkan kepada surat 

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, hal ini 

berdasarkan pasal 191 KUHAP.
92

 

Menurut KUHAP pada Pasal 184 alat bukti yang sah yang dapat 

dijadikan dalam acara pidana antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 

56/Pid.B/2018/PN Krg. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdapat 5 

saksi yaitu saksi Ilham Nugroho adalah suami terdakwaIke Listyannadalam 

kasus ini. Saksi Aris Wibowo menerangkan bahwa saksi  adalah saudara saksi, 

saksi tumiyati adalah ibu mertua Ike, saksi Nasiri dia adalah kabag personalia 

di PT SARI WARNA UNIT III, dalam kasus ini saksi mengetahui bahwa Ike 

berselingkuh dengan saksi Roni dan ada barang bukti berupa video yang berisi 

adegan hubungan suami istri antara saksi Roni dan terdakwa Ike yang disimpan 

di MMC yang ditemukan oleh saksi Ilham di teras rumahnya, dan saksi Aris 

dan saksi Tumiyati menyaksikan nya video tersebut, setelah itu saksi Ilham 

melaporkan kejadian tersebut ke polres karanganyar dan saksi Nasiri 

mendapatkan pengaduan dari saksi Ilham bahwa saksi Roni dan terdakwa Ike 

telah melakukan perselingkuhan, saksi Roni Dwi Haryanto adalah teman dari 

terdakwa Ike yang bekerja di perusahaan dan pada suatu hari saksi bercerita 

dengan terdakwa mengenai permasalahan keluarga dan belum diberi 

keturunan, pada pertengahan bulan agustus tahun 2015 saksi curhat kembali 

kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang bertengkar dengan 
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suaminya yaitu saksi Ilham, dan setelah itu saksi mengajak jalan-jalan menuju 

arah Tawangmangu dan saat perjalanan hujan turun lalu saksi mengajak 

terdakwa untuk masuk losmen sumber wening di Tawangmangu.  

Selanjutnya pembuktian dari keterangan terdakwa di persidangan 

terdakwa menerangkan yang pada pokonya: 

1. Bahwa terdakwa mengenal saksi roni sejak tahun 2011 pada saat itu 

masih bekerja di perusahaan PT.SARI WARNA Karanganyar; 

2. Bahwa terdakwa dan saksi roni kenal akrab satu kantor di tempat kerja, 

dan hanya sebagai teman ; 

3. Bahwa awal tahun 2015, terdakwa dan saksi Roni sering komunikasi 

melalui Handpone ; 

4. Bahwa saksi Roni sering curhat kepada terdakwa mengenai 

permasalahan keluarga dan masalah belum diberi keturunan ; 

5. Bahwa terdakwa sudah menikah dengan Ilham Nugroho pada tanggal 9 

Juni 2012 berdasarka kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama 

Kec.Kebakkramat Kab.Karanganyar dan telah mempunyai 1 (satu) orang 

anak ; 

6. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Roni telah menikah dengan 

Meliana Era Prastyanuari pada tahun 2013 ; 

7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 terdakwa Ike curhat 

kembali kepada saksi Roni dan saat itu sedang bertengkar dengan 

suaminya yaitu saksi Ilham ; 
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8. Bahwa setelah itu saksi Roni mengajak jalan-jalan mengunakan sepeda 

motor dan menuju arah Tawangmangu, saat perjalanan hujan turun lalu 

saksi Roni mengajak terdakwa untuk masuk losmen di Tawangmangu ; 

9. Bahwa saksi dan terdakwa kemudian masuk kamar dengan pintu tertutup 

dan dikunci, awalnya saksi Roni dan terdakwa ngobrol kemudian saksi 

Roni mengajak terdakwa untuk swafoto / foto selfie dan membuat video 

dan melakukan hubungan intim seperti suami istri; 

10. Bahwa adegan hubungan intim saksi Roni dan terdakwa Ike tersebut 

disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB ; 

11. Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan intim tersebut hanya 1 

(satu) kali ; 

12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan 

mengulangi lagi perbuatan yang sama; 

Sehingga di dalam kasus ini didapatkan barang bukti berupa antara lain: 

1. 1 (satu) buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink; 

2. 1 (satu) buah MMC merk V-GEN 16 GB; 

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan 

tidak mengajukan keberatan;  

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 

telah mengajukansaksi-saksi; 

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum; 
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Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

hukuman terhadap terdakwa dalam putusan Nomor56/Pid.B/2018/PN Krg 

dalam kasus tindak pidana perzinahan yang diterapkan terhadap terdakwa Ike 

sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum menurut analisa penulis 

bahwa hakim di dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa telah 

mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 284 ayat (1) ke 1 

huruf b KUHP, yang mana pasal tersebut telah memenuhi unsur-unsur: 

1. Seorang wanita yang telah kawin; 

2. Yang melakukan gendak (overspal). 

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Unsur seorang wanita yang telah kawin. 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang wanita” 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan dewasa. 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kawin” dalam Kamus  

Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

bersuami atau beristri. 

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang 

diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya 

dengan keterangan terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa : 
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a. Terdakwa IKE LISTYANNA Binti SUWARSO dengan segala 

identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan 

permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah 

didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi seperti tersebut di 

atas yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban 

pidana; 

b. Berdasarkan keterangan saksi Ilham dan saksi Aris menerangkan bahwa 

terdakwa Ike Listyanna Binti Suwarso diketahui  adalah seorang 

perempuan yang berstatus sudah bersuami, dengan berdasarkan kutipan 

akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 

Karanganyar sudah menikah dengan Saksi Ilham  pada tanggal  9 Juni 

2012 serta telah memiliki seorang anak. 

Dengan demikian unsur seorang perempuan yang telah kawin telah 

terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum. 

2. Unsur yang melakukan gendak (Overspel). 

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 

Pasal Demi Pasal menjelaskan lebih lanjut mengenai gendak/overspel atau 

yang disebut R.Soesilo sebagai zinah adalah persetubuhan yang dilakukan 

oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau 

laki-laki yang bukan isteri atau suaminya; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan telah diperoleh bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak 

dapat diingat lagi secara pasti pada waktu siang hari pada bulan Agustus 

2015, bermula dari tahun 2011, terdakwa mengenal saksi Roni Dwi 

Haryanto Bin Sugianto yang merupakan rekan kerja di PT SARI WARNA 

ASLI SROYO Jaten Kab.Karanganyar, pada tahun 2015 terdakwa dan 

saksi Roni menjalin hubungan dan saling suka, selanjutnya pada bulan 

Agustus 2015 pada waktu siang hari terdakwa dan saksi Roni jalan-jalan 

ke Tawangmangu Kab.Karanganyar, kemudian saksi Roni mengajak 

terdakwa untuk masuk di penginapan sumber wening Tawangmangu 

Kab.Karanganyar, selanjutnya saksi Roni memesan kamar lalu terdakwa 

dan saksi Roni masuk ke dalam kamar dengan keadaan pintu tertutup dan 

terkunci, di dalam kamar terdakwa dan saksi Roni ngobrol kemudian saksi 

Roni mengajak terdakwa swafoto / foto selfie dan membuat video, dan 

melakukan hubungan intim layaknya suami istri, bahwa adegan hubungan 

intim terdakwa dan saksi Roni tersebut disimpan di dalam kartu MMC 

merk V-GEN 16GB, bahwa kartu MMC merk V-GEN 16GB tersebut 

sempat hilang dan ditemukan oleh saksi Ilham, dan saksi Ilham melihat isi 

dari kartu MMC merk V-GEN 16GB tersebut dan melaporkan perbuatan 

terdakwa kepada Pihak Kepolisian. 

Dengan demikian unsur yang melakukan gendak (overspel) telah 

terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum. 
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Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan 

dalam pertimbangan diatas terdakwa telah melakukan perbuatan 

perzinahan. 

Jadi seorang laki-laki ataupun perempuan dikatakan melakukan 

kejahatan zina apabila memenuhi tiga syarat yaitu: 

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan 

suami atau istrinya; 

2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW; 

3. Dirinya edang berada dalam perkawinan. 

Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur 

tindak pidana merupakan syarat untuk menentukan sampai dimana 

perbuatan seseorang manusia dapat dikenakan hukuman atau sanksi unsur 

itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang 

dan bersifat melawan hukum serta orang atau pelakunya yaitu adanya 

kesalahan pada diri pelaku.
93

 

Bisa dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan maka harus ada 

unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja. Inti dari kesengajaan 

adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan 

undang-undang. 
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 Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum 

Pidana Indonesia, Jurnal, hlm 7. 
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Menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

Nomor 56/Pid.B/2018/Pn Krg sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur 

di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. Ancaman sanksi dalam pasal 284 KUHP adalah maksimal 

sembilan bulan penjara, dalam putusan Nomor 56/Pid.B/2018/Pn Krg 

pelaku dinyatakan bersalah dan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku Ike sudah cukup adil dan dalam pembuktian saksi-saksi 

sudah terbukti semuanya. 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Perzinahan 

Hukuman dalam hukum Islam dikenal dengan istilah uqubah yang 

artinya bentuk balasan bagi seorang yang atas perbuatannya melanggar 

ketentuan syara.
94

 

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, hadis 

maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan 

hukuman.Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya 

dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Selain itu hukuman itu 

harus bersifat umum maksudnya berlaku bagi semua orang karena semua 

manusia sama dihadapan hukum.
95

 

Di dalam hukum Islam perbuatan zina atau orang yang melakukan 

perbuatan zina itu termasuk salah satu dosa besar, dalam hukum Islam 
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 Makhrus Munajat, Hukum Pidana..., hlm. 111. 
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H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 25. 
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perbuatan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan 

laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istri sahnya itu termasuk 

perbuatan zina. Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan 

kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan 

mendorong seseorang berzina.
96

 

Terdapat ayat Al-quran yang mengharamkan Jarīmah zina yaitu: 

 وَلََ تَ قْرَبوُا الزِّنَ ِ نَّهُ َ  نَ فَ اَِ ً  وََ  َ  َ ِ  ً  

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Qs.Al-

Isra [17] : 32).
97

 

 

Jarīmah zina merupakan masuknya kepala penis terhadap farji 

perempuan yang haram baik melalui depan (vagina) atau belakang (anus) 

tidak terikat akad nikah bukan miliknya dan tidak ada syubhat.
98

Zina 

dibagi menjadi dua macam yaitu pezina yang belum menikah (ghairu 

muḥṣan) dan pezina yang telah menikah (muḥṣan).
99

 

Sanksi yang dilakukan terdakwa Ike pada putusan Pengadilan 

Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.B/2018/PN.Krg untuk pelaku yang 

telah menikah (muḥṣan) yaitu: 
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 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2016), hlm.160. 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tajwid, Cetakan X...., hlm 285. 
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 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana 
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 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2016), hlm.163. 
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a. Hukuman Rajam 

Hukuman rajam merupakan hukuman mati dengan jalan dilempari 

dengan batu atau sejenisnya, dalam hukuman rajam ini hukuman 

yangtelah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha kecuali 

kelompok azariqah dari golongan khawarij.
100

 

Dasar hukum untuk sanksi rajam yaitu berbunyi.
101

 

 وَال َّْ خُ وَال َّْ خَُ  ِ ذَا زَنَ َ   فَ رْجُُُوْهَُُ  الَْ تَهْ نَكَ ً مِنَ الِله وَ اللهُ عَزيِْ زٌ اَكِْ    

Artinya:“Syaikh lelaki dan perempuan apabila keduanya berzina 

maka rajamlah keduanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa 

Ta’ala dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”. 

 

b. Hukuman Dera atau Cambuk 

Hukuman dera seratus kali didasarkan pada Al-quran surat An-Nur 

Ayat 2, ketentuan hukuman cambuk ini berdasarkan firman Allah 

sebagai berikut : 

هَُ   مِ ئََ  جَلْدَةٍ  وَلََتَْ ُ ْ ُ ْ  بَِِِ  رَ فٌَْ   الزَّانَِ ُ  وَالزَّانِ فَ جْلِدُوا ُ لَّ وَااِدٍ مِن ْ

فِ وِينِ اللَّهِ ِ نْ ُ نْتُْ  تُ ؤْمِنُونَ بِ للَّهِ وَالْ َ وْمِ لِْْ رِ  وَلَْ ْ هَدْ 

 عََ ابَ هَُ   َ ئَِ ٌ  مِنَ الُْ ؤْمِنِ 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 33. 
101
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Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 

maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk 

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan 

hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Qs. An Nur 

[24] : 2).
102

 

Hukuman dapat ditetapkan karena ada pengakuan dari orang 

mana yang berzina ataupun karena ada empat orang saksi laki-laki 

yang menyaksikan perbuatan itu.  

a. Sanksi Zina yang Ditetapkan Berdasarkan Pengakuan  

 Menurut ulama pengakuan dari pelaku zina merupakan bukti 

yang paling kuat. Rasullah Saw menerima pengakuan Maiz dan 

perempuan yang berasal dari kabilah Gamid. Mengenai hal ini para 

ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Hanya saja mereka 

berbeda pendapat tentang jumlah pengakuan yang meniscayakan 

penegakan hukum. Malik, Syafi‟i, Dawud, Thabari dan Abu Tsur 

berpendapat bahwa hukuman boleh ditegakkan dengan adanya satu 

kali pengakuan berdasarkan hadis berikut ini. 

 Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid ra meriwayatkan bahwa 

Rasullulah Saw, bersabda “Wahai Unais, temuilah istri laki-laki ini 

jika dia mengaku (telah berzina) rajamlah dia” 
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b. Sanksi Zina yang Ditetapkan Berdasarkan Persaksian 

 Menuduh laki-laki dan perempuan berzina dapat menimbulkan 

efek buruk bagi keduanya yaitu berupa jatuhnya harga diri, 

hilangnya kemuliaan dan ternodanya citra pelaku sendiri, 

keluarganya dan keturunannya. Oleh karena itu Islam memberikan 

ketentuan yang sangat tegas.  

Oleh karena itu pula islam menentukan beberapa persyaratan bagi 

persaksian atass perbuatan zina yaitu: 

1) Hendaknya saksi berjumlah empat orang  

2) Saksi merupakan orang yang sudah balig 

3) Saksi berakal sehat 

4) Saksi adalah orang-orang yang adil 

5) Saksi beragama islam 

6) Saksi melihat perbuatan zina 

7) Saksi diajukan dengan keterangan yang jelas 

8) Saksi diajukan dalam satu majlis 

9) Saksi adalah laki-laki 

10)  Jarak waktu antara perbuatan zina dan ketika persaksian 

diajukan tidaklah terlalu lama 

Menurut penulis dalam putusan nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg. 

Tentang tindak pidana perzinahan sebagai sanksi bagi pelaku 

perzinahan. Didalam hukum pidana Islam bagi pelaku yang sudah 

menikah tapi melakukan perbuatan perzinahan tanpa adanya ikatan 
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perkawinan yang sah kepada orang lain dan si terdakwa dalam 

pembuktian mengakui perbuatannya maka dari itu  untuk perkara ini 

dalam hukum pidana Islam sendiri yaitu pelaku telah melakukan suatu 

jarīmah zina karena keduanya telah memenuhi unsur-unsur dalam 

jarīmah zina, sehingga terdakwa ike harus dijatuhi sanksi ḥudūdsesuai 

dengan syariat Islam yaitu sanksi rajam dan sanksi dera atau cambuk 

100 kali. Dengan adanya sanksi ini agar pelaku jera dan tidak akan 

mengulangi perbuatan nya lagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi 

bagi pelaku tidak pidana perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 

56/Pid.B/2018/PN Krg) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim atas putusan perkara Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg, 

hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. Dengan demikian terdakwa Ike terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dan 

melanggar pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b dan diputus hukuman 3 bulan 

pidana penjara. 

2. Dalam hukum pidana Islam terhadap perkara Nomor 56/Pid.B/2018/PN 

Krg tentang tindak pidana sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan, 

perbuatan yang dilakukan terdakwa Ike karena terdakwa sudah menikah 

dan si terdakwa dalam pembuktian mengakui perbuatannyamaka 

terdakwa tersebut telah melakukanjari>mah zina dan masuk dalam 

kategori zina muḥṣan (sudah menikah). Sanksinya adalah rajam dan 

dicambuk 100 kali. 
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B. Saran 

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini 

semoga bermanfaat yaitu:  

1. Pasangan Suami Istri 

Agar lebih menjaga hubungan perkawinan dan memberikan kasih 

sayang kepada pasangan supaya didalam hubungan rumah tangga tidak 

terjadi adanya tindak pidana perzinahan 

2. Masyarakat  

Agar lebih meningkatkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap 

pasangannya sehingga tidak terjadi adanya tindak pidana perzinahan.  

3. Penentu Kebijakan 

Hukum pidana Islam harus diterapkan atau ditegakkan di negara 

Indonesia karena dengan adanya hukum Islam di negara Indonesia maka 

akan sedikit adanya kejahatan maupun pelanggaran perzinahan, karena di 

dalam hukum positif sanksinya tidak menimbulkan efek jera bagi 

pelakunya, sedangkan hukum pidana Islam sanksinya lebih menimbulkan 

efek jera bagi pelakunya. 
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P U T U S A N 

Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara 

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara Terdakwa : 

1. Nama lengkap : Ike Listyanna Binti Suwarso. 

2. Tempat lahir  : Karanganyar. 

3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 November 1992. 

4. Jenis kelamin : Perempuan. 

5. Kebangsaan  : Indonesia. 

6. Tempat tinggal : Dk.Beji Kulon Rt.01 Rw.11 Kel.Kemiri 

Kec.Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 

7. Agama  : Islam. 

8. Pekerjaan  : Karyawan Swasta. 

Tidak ada Penahanan 

Terdakwa menghadap sendiri; 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca: 

- PenetapanKetuaPengadilanNegeriKaranganyarNomor 56/Pid.B/2018/PN 

Krg tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan MajelisHakim; 

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2018/PN Krg tanggal 11 April 

2018 tentang penetapan hari sidang; 

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa 

sertamemperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan; 



 
 

 
 

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut 

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa IKE LISTYANNA Binti SUWARSO terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ñPerzinahanò 

sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam 

dakwaan Penuntut Umum. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKE LISTYANNA Binti 

SUWARSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. 

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 

1.000,- (seribu rupiah). 

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

3. Bahwa saya adalah orang tua tunggal untuk anak saya setelah proses cerai; 

4. Bahwa saya belum bisa bekerja selama 8 bulan setelah adanya perkara saya; 

5. Bahwa akibat yang timbul karena saya belum bisa bekerja adalah kebutuhan 

anak saya yang masih berumur 23 bulan mengalami serba kekurangan; 

6. Bahwa selama saya belum bekerja, ibu sayalah yang menjadi tulangpunggung 

keluarga dikarenakan ayah saya belum bisa bekerja setelah mengalami 

kecelakaan 

7. Dan tidak benar atas keterangan saksi ILHAM NUGROHO bin SADIYO, 

ARIS WIBOWO bin SUKIDI, dan TUMIYATI yang mengatakan beberapa 

bulan setelah ketahuan selingkuh, saya dan saksi RONI 

mengulangiperselingkuhan lagi. 

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan 

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menolak Pledoi atau Nota Pembelaan terdakwa yang diajukan pada 

tanggal30 Mei 2018, dan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah kami 

bacakan pada sidang hari Rabu tanggal 23 Mei 2018; 

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa

 terhadaptanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada 

pembelaannya; 



 
 

 
 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh 

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 

Bahwa ia terdakwa IKE LISTYANNA Binti SUWARSO pada hari dan 

tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada waktu siang hari 

pada bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di 

Penginapan Sumber Wening Tawangmangu Kab.Karanganyar, atau disuatu 

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Karanganyar, seorang wanita yang telah kawin, yang melakukan 

gendak(overpsel), perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula dari tahun 2011 

terdakwa mengenal saksi RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO (dalam 

berkas terpisah) yang merupakan rekan kerja di PT SARI WARNA ASLI 

SROYO Jaten Kab.Karanganyar, pada tahun 2015 terdakwa dan saksi RONI 

menjalin hubungan dan saling suka, bahwa pada sekira bulan Agustus 2015 

pada waktu siang hari terdakwa dan saksi RONI jalan-jalan ke Tawangmangu 

Kab.Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, 

kemudian saksi RONI mengajak terdakwa untuk masuk di penginapan sumber 

wening Tawangmangu Kab.Karanganyar, selanjutnya saksi RONI memesan 

kamar lalu terdakwa dan saksi RONI masuk ke dalam kamar dengan keadaan 

pintu tertutup dan terkunci, di dalam kamar terdakwa dan saksi RONI ngobrol 

kemudian saksi RONI mengajak terdakwa swafoto / foto selfie dan membuat 

video, awalnya saksi RONI mengatakan “aku sayang kamu, ayo melakukan 

hubungan  dengan  saya”•selanjutnya  saksi  RONI  membuka  baju  dan  

melepas celana  terdakwa  hingga  telanjang  dan  saksi  RONI  melepas  

pakaian  dancelananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan 

terdakwa dan saksi RONI berciuman bibir, lalu saksi RONI menyuruh 

terdakwa memengang alat kelamin saksi RONI dengan posisi saksi RONI 

duduk bersandar diatas kasur dengan kaki terbuka saling berhadapan, 

selanjutnya terdakwa memegang dengan kedua tangannya dan mengulum alat 

kelamin saksi RONI yang sudah tegang, kemudian dengan posisi berhadapan 

saksi RONI memasukkan alat kelamin saksi RONI (penis) ke dalam alat 

kelamin (vagina) terdakwa dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri 

yang sah terdakwa dan saksi RONI melakukan hubungan badan, setelah kurang 

lebih 5 (lima) menit saksi RONI klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat 

kelamin (vagina) terdakwa, bahwa adegan hubungan intim terdakwa dan saksi 

RONI tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB. 

Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2017 saksi 

ILHAMNUGROHO Bin SADIYO menemukan kartu MMC merk V-GEN 16 



 
 

 
 

GB di teras rumah saksi ILHAM dan dibuka oleh saksi ilham dan saksi 

menemukan 2 (dua) format video yang berisikan adegan hubungan intim antara 

terdakwa dan saksi RONI, kemudian saksi ILHAM melaporkan perbuatan 

tersebut ke Polres Karanganyar. Bahwa terdakwa sudah menikah dengan 

ILHAM NUGROHO pada tanggal 9 Juni 2012 berdasarka kutipan akta nikah 

Kantor Urusan Agama Kec.Kebakkramat Kab.Karanganyar. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 

284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. 

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan 

tidak mengajukan keberatan; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 

1. Saksi ILHAM NUGROHO Bin SADIYO dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan 

terdakwa IKE yaitu isteri saksi, namun sekarang sudah bercerai dan tidak 

ada hubungan keluarga dengan RONI ; 

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa IKE pada tanggal 9 Juni 2012 dan 

telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut ; 

- Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan isteri saksi dengan 

terdakwa RONI ; 

- Bahwa awalnya saksi pada hari minggu tanggal 8 (delapan) Oktober 2017 

menemukan kartu MMC milik isteri saksi yaitu terdakwa IKE ; 

- Bahwa saksi menemukan kartu MMC di teras rumah saksi, dan dibuka oleh 

saksi ternyata di dalam kartu MMC tersebut terdapat 2 (dua) video porno 

antara terdakwa RONI dan terdakwa IKE ; 

- Bahwa dalam kartu MMC tersbut saksi melihat video terdakwa RONI dan 

terdakwa IKE melakukan hubungan suami isteri ; 

- Bahwa sebelumnya saksi mendengan dari teman-teman kantor kurang lebih 

2 (dua) tahun terdakwa IKE dan terdakwa RONI menjalin hubungan sebagai 

pacar, namun saksi tidak percaya karena saksi tidak mempunyai bukti 

perselingkuhan tersebut ; 



 
 

 
 

- Bahwa pada awal bulan Februari 2017 saksi mengetahui di messenger di 

Facebook milik terdakwa IKE, bahwa di dalam messenger tersebut terdapat 

kata-kata mesra seperti orang pacaran dari terdakwa RONI ; 

- Bahwa setelah mengetahui isteri saksi selingkuh, saksi dan isteri sempat 

didamaikan oleh keluarga dan sempai melakukan perdamaian sebanyak 2 

(dua) kali ; 

- Bahwa saksi setelah mengetahui perbuatan isteri saksi dengan terdakwa 

RONI, sempat harmonis kembali namun isteri saksi tetap mengulangi 

perbuatannya kembali tetep berhubungan dengan terdakwa RONI ; 

- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) video di dalam kartu MMC tersebut, muka 

identik dengan isteri saksi dan terdakwa RONI, karena saksi mengenal 

tubuh isteri saksi ada benjolan di punggung belakang ; 

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, saksi mengembalikan  isteri  saksi 

kepada orang tuanya, dan melaporkan kejadian tersebut ke pihakKepolisian 

; 

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan 

dan membenarkannya; 

2. Saksi ARIS WIBOWO Bin SUKIDI dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan ada hubungan keluarga 

dengan terdakwa IKE yaitu saudara saksi dan tidak ada hubungan keluarga 

dengan RONI ; 

- Bahwa saksi mengetahui saksi ILHAM menikah dengan terdakwa IKE pada 

tanggal 9 Juni 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari 

pernikahan tersebut ; 

- Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan terdakwa IKE dengan 

terdakwa RONI ; 

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa IKE selingkuh dengan terdakwa 

RONI, awal bulan Februari 2017 ; 

- Bahwa saksi mengetahui beberapa bulan setelah ketahuan selingkuh, 

terdakwa IKE dan terdakwa RONI mengulangi perselingkuhan lagi; 



 
 

 
 

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 (delapan) Oktober 2017 saksi ILHAM 

menemukan kartu MMC milik isteri saksi yaitu terdakwa IKE dan 

diperlihatkan kepada saksi ada 2 (dua) video; 

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) video porno antara terdakwa RONI dan 

terdakwa IKE ; 

- Bahwa dalam kartu MMC tersbut saksi melihat video terdakwa RONI dan 

terdakwa IKE melakukan hubungan suami isteri ; 

- Bahwa sebelumnya saksi mendengan dari teman-teman kantor kurang lebih 

2 (dua) tahun terdakwa IKE dan terdakwa RONI menjalin hubungan sebagai 

pacar, namun saksi tidak percaya karena saksi tidak mempunyai bukti 

perselingkuhan tersebut ; 

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa IKE dan terdakwa  RONI  selingkuh, 

saksi beserta keluarga terdakw Roni sempat didamaikan oleh 

keluarga dan sempai melakukan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali ; 

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan 

dan membenarkannya; 

3. Saksi TUMIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan ada hubungan keluarga 

dengan terdakwa IKE yaitu anak menantu saksi dan tidak ada hubungan 

keluarga dengan RONI ; 

- Bahwa saksi mengetahui saksi ILHAM menikah dengan terdakwa IKE pada 

tanggal 9 Juni 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari 

pernikahan tersebut ; 

- Bahwa saksi mengetahui perkara perselingkuhan terdakwa IKE dengan 

terdakwa RONI ; 

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa IKE selingkuh dengan terdakwa 

RONI, awal tahun 2017 ;Bahwa saksi mengetahui cerita dari saksi ILHAM 

dan beberapa bulan setelah ketahuan selingkuh, terdakwa IKE dan terdakwa 

RONI mengulangi perselingkuhan lagi; 

- Bahwa setelah perselingkuhan antara terdakwa IKE dan terdakwa RONI 

dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, saksi ILHAM dan terdakwa 

IKE sempat rukun kembali ; 



 
 

 
 

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) video porno antara terdakwa RONI dan 

terdakwa IKE ; 

- Bahwa saksi ILHAM pernah memperlihatkan kartu MMC tersbut saksi 

melihat video terdakwa RONI dan terdakwa IKE melakukan hubungan 

suami isteri ; 

- Bahwa wajah para terdakwa identik di dalam video tersebut ; 

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan 

dan membenarkannya; 

4. Saksi NASIRI Bin MUHAMMAD DANURI dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa yaitu karyawan di perusahaan saksi 

bekerja, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IKE dan 

terdakwa RONI ; 

- Bahwa saksi merupakan kabag personalia di PT.SARI WARNA UNIT III, 

terdakwa IKE dan terdakwa RONI masing-masing sudah mempunyai 

keluarga atau sudah menikah ; 

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa IKE dan terdakwa RONI setiap hari 

bertemu karena terdakwa RONI merupakan mekanik dan terdakwa IKE 

sebagai operator ; 

- Bahwa awalnya bulan Maret 2017 saksi ILHAM datang ke perusahaan 

mengadu kepada saksi, bahwa terdakwa IKE dan terdakwa RONI selingkuh, 

lalu saksi memanggil terdakwa RONI dan terdakwa IKE dan setelah 

klarifikasi memang benar para terdakwa pernah saling suka, atas dasar 

tersebut saksi memberikan peringatan tertulis kepada terdakwa RONI jika 

mengulangi perbuatannya kembali terdakwa RONI bersedia keluar dari 

perusahaan ; 

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 saksi ILHAM datang ke perusahaan 

kembali dan mengadu kepada saksi, bahwa terdakwa IKE dan terdakwa 

RONI mengulangi perbuatannya kembali dengan memperlihatkan video 

yang berisikan adegan tidak pantas yang melibatkan terdakwa RONI dan 

terdakwa IKE ; 

- - Bahwa atas laporan tersebut saksi memanggil terdakwa IKE dan terdakwa 

RONI, akan tetapi selang beberapa hari terdakwa IKE dan terdakwa RONI 

mengundurkan diri dari perusahaan ; 



 
 

 
 

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan 

dan membenarkannya; 

5. Saksi RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO dibawah sumpah pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman kerja di perusahaan dan 

tidak ada hubungan keluarga; 

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2011 pada saat itu saksi masih 

bekerja di perusahaan PT.SARI WARNA Karanganyar ; 

- Bahwa saksi dan terdakwa kenal akrab satu kantor di tempat kerja, dan 

hanya sebagai teman ; 

- Bahwa awal tahun 2015, saksi dan terdakwa sering komunikasi melalui 

Handpone ; 

- Bahwa saksi sering curhat kepada terdakwa mengenai permasalahan 

keluarga dan masalah belum diberi keturunan ; 

- Bahwa saksi sudah menikah dengan MELIANI ERA PRASTYANUARI 

pada tanggal 26 Mei 2013 berdasarkan kutipan akta nikah Kantor Urusan 

Agama Kec.Jaten Kab.Karanganyar dan belum mempunyai anak ; 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menikah dengan ILHAM 

NUGROHO pada tahun 2012 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak  ; 

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 saksi curhat kembali kepada 

terdakwa dan saat itu sedang bertengkar dengan suami terdakwa yaitu saksi 

ILHAM ; 

- Bahwa setelah itu saksi mengajak jalan-jalan mengunakan sepeda motor dan 

menuju arah Tawangmangu, saat perjalanan hujan turun lalu saksi mengajak 

terdakwa untuk masuk losmen sumber wening di Tawangmangu ; 

- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian masuk kamar dengan pintu tertutup 

dan dikunci, awalnya saksi dan terdakwa ngobrol kemudian saksi mengajak 

terdakwa IKE  untuk swafoto / foto selfie dan membuat video, awalnya 

saksi mengatakan ”aku sayang kamu, ayo melakukan hubungan dengan 

saya” selanjutnya saksi membuka baju dan melepas celana terdakwa IKE 

hingga telanjang dan saksi melepas pakaian dan celananya sendiri hingga 

telanjang, dengan posisiberhadapan saksi dan terdakwa IKE berciuman 

bibir, kemudian dengan posisi berhadapan saksi memasukkan alat 



 
 

 
 

kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa IKE dengan gerakan 

maju mundur layaknya suami istri yang sah saksi dan terdakwa IKE 

melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 (lima) menit 

mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) terdakwa ; 

- Bahwa adegan hubungan intim saksi dan terdakwa IKE tersebut disimpan di 

dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB ; 

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan intim tersebut hanya 1 

(satu) kali ; 

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan 

dan membenarkannya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa terdakwa mengenal saksi RONI sejak tahun 2011 pada saat itu saksi 

masih bekerja di perusahaan PT.SARI WARNA Karanganyar ; 

- Bahwa terdakwa dan saksi kenal akrab satu kantor di tempat kerja, dan 

hanya sebagai teman ; 

- Bahwa awal tahun 2015, terdakwa dan saksi RONI sering komunikasi 

melalui Handpone ; 

- Bahwa saksi RONI sering curhat kepada terdakwa mengenai permasalahan 

keluarga dan masalah belum diberi keturunan ; 

- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan ILHAM NUGROHO pada tanggal 

9 Juni 2012 berdasarka kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama 

Kec.Kebakkramat Kab.Karanganyar dan telah mempunyai 1 (satu) orang 

anak ; 

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi RONI telah menikah dengan 

MELIANI ERA PRASTYANUARI  pada tahun 2013 ; 

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2015 terdakwa IKE curhat kembali 

kepada saksi RONI dan saat itu sedang bertengkar dengan suaminya yaitu 

saksi ILHAM ; 

- Bahwa setelah itu saksi RONI mengajak jalan-jalan mengunakan sepeda 

motor dan menuju arah Tawangmangu, saat perjalanan hujan turun lalu 

saksi RONI mengajak terdakwa untuk masuk losmen di Tawangmangu ; 



 
 

 
 

- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian masuk kamar dengan pintu tertutup 

dan dikunci, awalnya saksi RONI dan terdakwa ngobrol kemudian saksi 

RONI mengajak terdakwa untuk swafoto / foto selfie dan membuat video, 

awalnya saksi RONI mengatakan ”aku sayang kamu, ayo melakukan 

hubungan dengan saya” selanjutnya saksi RONI membuka baju dan melepas 

celana terdakwa hingga telanjang dan saksi RONI melepas pakaian dan 

celananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan terdakwa dan 

saksi RONI berciuman bibir, kemudian dengan posisi berhadapan saksi 

RONI memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) 

terdakwa dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah 

terdakwa dan saksi RONI melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 

5 (lima) menit mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) terdakwa 

; 

- Bahwa adegan hubungan intim saksi RONI dan terdakwa IKE tersebut 

disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB ; 

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan intim tersebut hanya 1 

(satu) kali ; 

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan 

mengulangi lagi perbuatan yang sama; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 

sebagaiberikut : 

- 1 (satu) buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink; 

- 1 (satu) buah MMC merk V-GEN 16 GB; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti 

pada waktu siang hari pada bulan Agustus 2015, bermula dari tahun 2011 

terdakwa mengenal saksi RONI DWI HARYANTO Bin SUGIANTO yang 

merupakan rekan kerja di PT SARI WARNA ASLI SROYO Jaten 

Kab.Karanganyar, pada tahun 2015 terdakwa dan saksi RONI menjalin 

hubungan dan saling suka, bahwa pada sekira bulan Agustus 2015 pada 

waktu siang hari terdakwa dan saksi RONI jalan-jalan ke Tawangmangu 

Kab.Karanganyar lalu saksi RONI mengajak terdakwa untuk masuk di 

penginapan sumber wening Tawangmangu Kab.Karanganyar, kemudian saksi 

RONI memesan kamar lalu masuk ke dalam kamar dengan keadaan pintu 



 
 

 
 

tertutup dan terkunci, di dalam kamar terdakwa dan saksi RONI ngobrol 

kemudian saksi RONI mengajak terdakwa swafoto / foto selfie dan membuat 

video, awalnya saksi RONI mengatakan ”aku sayang kamu, ayo melakukan 

hubungan dengan saya”selanjutnya saksi RONI membuka bajudan melepas 

celana terdakwa hingga telanjang dan saksi RONI melepas pakaian dan 

celananya sendiri hingga telanjang, dengan posisi berhadapan terdakwa dan 

saksi RONI berciuman bibir, lalu saksi RONI menyuruh terdakwa memegang 

alat kelamin saksi RONI dengan posisi saksi RONI duduk bersandar diatas 

kasur dengan kaki terbuka saling berhadapan, selanjutnya terdakwa 

memegang dengan kedua tangan dan mengulum alat kelamin saksi RONI 

yang sudah tegang, kemudian dengan posisi berhadapan saksi RONI 

memasukkan alat kelamin (penis) saksi RONI ke dalam alat kelamin (vagina) 

terdakwa dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah 

terdakwa dan saksi RONI melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 

(lima) menit saksi RONI klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat 

kelamin (vagina) terdakwa, bahwa adegan hubungan intim saksi RONI dak 

terdakwa tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB. 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  mempertimbangkan 

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan 

telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1huruf b 

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

1. Seorang wanita yang telah kawin; 

2. Yang melakukan gendak (Overspel); 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Ad.1. Unsur seorang wanita yang telah kawin. 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang wanita” dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan dewasa. 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kawin” dalam Kamus  Besar 

Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau 

beristri. 



 
 

 
 

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh 

dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan 

terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa : 

a. Terdakwa IKE LISTYANNA Binti SUWARSO dengan segala identitasnya 

sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat 

tuntutan ini adalahadalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa 

melakukan tindak pidana dengan kualifikasi seperti tersebut di atas yang 

mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana; 

b. Berdasarkan keterangan saksi ILHAM dan saksi ARIS menerangkan bahwa 

terdakwa IKE LISTYANNA Binti SUWARSO diketahui  adalah seorang 

perempuan yang berstatus sudah bersuami, dengan berdasarkan kutipan akta 

nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 

Karanganyar sudah menikah dengan Saksi ILHAM pada tanggal  9 Juni 2012 

serta telah memiliki seorang anak. 

Dengan demikian unsur seorang perempuan yang telah kawin telah 

terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum. 

Ad.2. Unsur yang melakukan gendak (Overspel). 

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi 

Pasal menjelaskan lebih lanjut mengenai gendak/overspel atau yang disebut 

R.Soesilo sebagai zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau 

perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan 

isteri atau suaminya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 

telah diperoleh bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat 

diingat lagi secara pasti pada waktu siang hari pada bulan Agustus 2015, 

bermula dari tahun 2011, terdakwa mengenal saksi RONI DWI 

HARYANTO Bin SUGIANTO yang merupakan rekan kerja di PT SARI 

WARNA ASLI SROYO Jaten Kab.Karanganyar, pada tahun 2015 

terdakwa dan saksi RONI menjalin hubungan dan saling suka, selanjutnya 

pada bulan Agustus 2015 pada waktu siang hari terdakwa dan saksi RONI 

jalan-jalan ke Tawangmangu Kab.Karanganyar, kemudian saksi RONI 

mengajak terdakwa untuk masuk di penginapan sumber wening 

Tawangmangu Kab.Karanganyar, selanjutnya saksi RONI memesan kamar 

lalu terdakwa dan saksi RONI masuk ke dalam kamar dengan keadaan 

pintu tertutup dan terkunci, di dalam kamar terdakwa dan saksi RONI 

ngobrol kemudian saksi RONI mengajak terdakwa swafoto / foto selfie 

dan membuat video, awalnya saksi RONI mengatakan ”aku sayang 



 
 

 
 

kamu, ayo melakukan hubungan dengan saya” selanjutnya saksi RONI 

membuka baju dan melepas celana terdakwa hingga telanjang dan saksi 

RONI melepas pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang, dengan 

posisi berhadapan terdakwa dan saksi RONI berciuman bibir, lalu saksi 

RONI menyuruh terdakwa memengang alat kelamin saksi RONI dengan 

posisi saksi RONI duduk bersandar diatas kasur dengan kaki terbuka 

saling berhadapan, selanjutnyaterdakwa  memegang  dengan  kedua  

tangannya  dan  mengulum  alat kelaminsaksi RONI yang sudah tegang, 

kemudian dengan posisi berhadapan saksi RONI memasukkan alat 

kelamin saksi RONI (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) terdakwa 

dengan gerakan maju mundur layaknya suami istri yang sah terdakwa dan 

saksi RONI melakukan hubungan badan, setelah kurang lebih 5 (lima) 

menit saksi RONI klimaks dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin 

(vagina) terdakwa, bahwa adegan hubungan intim terdakwa dan saksi 

RONI tersebut disimpan di dalam kartu MMC merk V-GEN 16GB, bahwa 

kartu MMC merk V-GEN 16GB tersebut sempat hilang dan ditemukan 

oleh saksi ILHAM, dan saksi ILHAM melihat isi dari kartu MMC merk 

V-GEN 16GB tersebut dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak 

Kepolisian. 

Dengan demikian unsur yang melakukan gendak (overspel) telah 

terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum. 

Menimbang, bahwa padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku 

baginya, Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”) 

yang mengatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya 

diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai istrinya demikian 

sebaliknya. 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui terdakwa 

IKE LISTYANNA Binti SUWARSO telah menikah dengan Saksi 

ILHAM dan dalam perkawinan tersebut terdakwa IKE LISTYANNA 

Binti SUWARSO mempunyai laki-laki lain selain suaminya sampai 

melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki lain yaitu saksi RONI 

DWI HARYANTO Bin SUGIANTO 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat 

(1)ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; 



 
 

 
 

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa sudah 

dipertimbangkandalam unsur sehingga pembelaan terdakwa haruslah 

dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 

Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung 

jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut 

pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka 

Terdakwatidak ditahan; 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 

- 1 buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink 

- 1 buah MMC merk V-GEN 16 GB 

oleh karena sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka di barang bukti 

tersebut dimusnahkan; 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, 

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 

danyang meringankan Terdakwa; 

Keadaan yang memberatkan: 

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan; 

- Perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangga saksi Ilham Nugroho 

Bin Sadiyo; 

Keadaan yang meringankan: 

8. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 

9. Terdakwa belum pernah dihukum; 



 
 

 
 

10. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi 

lagi 

perbuatannya; 

Menimbang,   bahwa   oleh   karena   Terdakwa dijatuhi  pidana

 makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan 

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 

peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I : 

1. Menyatakan Terdakwa IKE LISTYANNA Binti SUWARSO tersebut 

diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana ñPERZINAHANò; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 3 (tiga) bulan; 

3. Menetapkan barang bukti berupa : 

- 1 buah sprei warna putih dengan motif bunga warna pink 

- 1 buah MMC merk V-GEN 16 GB Dimusnahkan 

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya

 perkarasebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 

2018, oleh kami, MUHAMMAD NAFIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, I 

NYOMAN ARY MUDJANA,  S.H.,M.H., dan  VENI WAHYU  

MUSTIKARINI,  S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 

tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim 

Anggota tersebut, dibantu oleh MUH.ZAKARIM, S.H., Panitera 

Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh 

DYAH AYU PURWANINGTYAS, S.H., Penuntut Umum dan 

Terdakwa; 

 

 



 
 

 
 

 

Hakim Anggota,     Hakim Ketua, 

 

 

I NYOMAN ARY MUDJANA,S.H.,MH.MUHAMMADNAFIS, S.H.  

  

 

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn 

Panitera Pengganti,  

 

MUH.ZAKARIM, S.H 
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